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NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa Kartu Pegawai Negeri Sipil yang berlaku selama ini belum
dapat dimanfaatkan untuk kemudahan pemberian pelayanan
secara multiguna kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun,
dan keluarganya;

bahwa untuk pemberian pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil,
penerima pensiun dan keluarganya, perlu dibangun sistem layanan
yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi
melalui Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b,
perlu mengatur Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai

dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2906);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi
Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 37);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun,
Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90);

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Cepartemen sebagaimana telah enam
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974 dan
Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2007;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun
2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun
2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan
Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang
dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik adalah Kartu Identitas
Pegawai Negeri Sipil yang mernuat data Pegawai Negeri Sipil dan
keluarganya secara elektronik, selanjutnya disebut Kartu Pegawai
Negeri Sipil Elektronik (KPE).

3. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elekironik Tambahan (KPE Tambahan)
adalah kartu identitas untuk suami/isteri dan anak yang menjadi
tanggungan Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
(1) KPE diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil.

(2) KPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku setelah
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pensiun.

Pasal 3

KPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah kartu identitas
Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil
yang berfungsi multiguna untuk pelayanan di bidang kepegawaian dan
pengendalian data kepegawaian.

Pasal 4

(1) Kepada suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai
Negeri Sipil diberikan KPE Tambahan.
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(2) KPE Tambahan diberikan pula kepada suami/isteri dan anak dari
penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 Ayat (2) yang mengalami mutasi keluarga.

(3) KPE Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
pula kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang
tidak meninggalkan suami/isteri/anak.

Pasal 5

KPE Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kartu
identitas untuk suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan
Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil
sesuai peraturan perundang-undangan yang berfungsi multiguna.

Pasal 6

KPE dan KPE Tambahan ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Pasal 7

Pemberian KPE dan KPE Tambahan bertujuan untuk memudahkan
pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai
Negeri Sipil dan keluarganya.

Pasal 8
Pelayanan KPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi
layanan :
a. gaji;
kesehatan;
pensiun;
tabungan hari tua;

tabungan perumahan;

- 0 o 0 O

transaksi keuangan/perbankan; dan

layanan lainnya.

©



Pasal 9

Pelayanan KPE Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
meliputi layanan :

a. kesehatan;
b. transaksi keuangan/perbankan; dan

c. layanan lainnya.
Pasal 10

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai
Negeri Sipil meninggal dunia, KPE Tambahan berfungsi sebagai kartu
identitas dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi
janda/duda dan anak yang meniadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil
atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

(1) KPE dibuat dengan warna dasar kuning dalam bentuk persegi
panjang dengan ukuran sebagai berikut :

a. Panjang 85,60 mm;
b. Lebar 53,98 mm;
c. Tebal 0,7 mm.

(2) Bagian depan KPE berlatar belakang peta wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang di atasnya terdapat :

Gambar burung Garuda Pancasila;

Tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA;
Tulisan KARTU PNS ELEKTRONIK (KPE);
Microchip warna kuning emas;

Nama, NIP, dan photo pemilik KPE;
Tempat dan tanggal ditetapkannya KPE.

~P Qa0 oTp

(3) Dalam Microchip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
memuat data elektronis pemilik KPE antara lain berupa :

a. Otentikasi mengenai :
1) Data kepegawaian;
2) Sidik jari;
3) Data keluarga (Suami/Isteri dan Anak);
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4) Nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang
menetapkan KPE:.
b. Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi
mengenai :
1) Tabungan Perumahan;
2) Asuransi Kesehatan;
3) Tabungan Hari Tua dan Pensiun;
4) Keuangan/Perbankan;
5) Fasilitas layanan lainnya.

(4) Bagian belakang KPE memuat :

a. Logo dari pihak-pihak yang terkait program KPE;

b. Magnetic Stripe (Swipe Contact),

c. Pengumuman atau himbauan berkaitan dengan KPE;

d. Tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN), alamat, dan
nomor telepon/Facimile.

(5) Sistem pengamanan KPE mengikuti perkembangan dan kemajuan
teknologi informasi.

(6) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KPE adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran | Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini.

Pasal 12

(1) KPE Tambahan dibuat sesuai ketentuan Pasal 11, dengan
beberapa perbedaan/pengecualian sebagai berikut :

a. Photo pemilik KPE Tambahan;
b. Sidik jari pemilik KPE Tambahan.

(2) Dalam KPE Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
bagian depan terdapat tulisan KARTU TAMBAHAN dan nama
pemilik KPE Tambahan.

(3) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KPE Tambahan adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran || Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.



Pasal 13

(1) KPE Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku
selama yang bersangkutan masih menjadi tanggungan Pegawai
Negeri Sipil/penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil.

(2) Dalam hal Pegawai MNegeri Sipil/penerima pensiun Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal
dunia, KPE Tambahan masih berlaku sepanjang pemilik KPE
Tambahan tersebut masih mempunyai hak-hak kepegawaian
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan layanan sesuai dengan fungsi dari KPE dan KPE
Tambahan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara bersama
dengan Lembaga atau Badan yang menyelenggarakan pelayanan
asuransi kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan
perumahan, dan layanan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil,
penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan janda/duda/anaknya.

(2) Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain :

a. PT. Asuransi Kesehatar (Persero), untuk layanan kesehatan;

b. PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), untuk
layanan pensiun dan tabungan hari tua;

c. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri
Sipil (BAPERTARUM-PNS), untuk Ilayanan tabungan
perumahan Pegawai Negeri Sipil; dan

d. Lembaga lain yang terkait dengan kegiatan KPE dan KPE
Tambahan.

(3) Pelayanan dalam bentuk transaksi keuangan, produk perbankan
dan transaksi lain bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan janda/duda/anaknya dapat dilakukan
oleh lembaga keuangan dan lembaga lain yang terkait dengan
kegiatan KPE dan KPE Tambahan, setelah mendapat persetujuan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.



Pasal 15

Untuk membangun, menerapkan, dan mengembangkan sistem KPE
dan KPE Tambahan sebagai alat layanan multiguna, Kepala Badan
Kepegawaian Negara dapat bekerjasama dengan pihak lain yang
berkaitan dengan tujuan dar: fungsi KPE dan KPE Tambahan.

Pasal 16

Penetapan dan penggunaan KPE dan KPE Tambahan berlaku
nasional dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Pasal 17

Selama KPE dan KPE Tambahan belum dapat dilaksanakan secara
efektif, maka Kartu Pegawai Negeri Sipil dan kartu lain yang berkaitan
dengan layanan kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, dan tabungan
perumahan dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 18

KPE dan KPE Tambahan vyang telah diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini,
dinyatakan masih berlaku sepanjang fungsi dan kegunaannya tidak
bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai
berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang KPE dan KPE Tambahan
belum berfungsi secara efektif.



Pasal 20
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Pebruari 2008

P KEPALA
// ——~""BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\ — Y - \
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EDY TOPO ASHARI



LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL :29 PEBRUARI 2008

Bagian Depan

53,98 mm

Bagian Belakang

\ 4

85,60 mm

”
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NAMA
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e P pm—mm- Y . . A Tempat

w ]
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yyw e ns
Nama PNS Tanggal
NIP PNS Penetapan KPE
Tebal 0,7 mm
Magnetic
Stripe
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
Jin. Letjen Sutoyo 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640 Himbauan/
1.Kartu ini adaish milik BKN, Pengumuman
2.Harap disimpan baik-baik dan apabila hilang segera melapor ke BKN, atau Kantor Regional BKN.
3,Barangsiapa menemukan kartu ini, harap mengembalikan kepada BKN, atau Kantor Regional BKN.
4,Penggunaan Kartu PNS Elektronik ini diatur dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku
' E Logo dari pihak-

i —— pihak yang
1 ) .
i ! terkait



LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN

NOMOR
TANGGAL

Bagian Depan

53,98 mm

- ] - -

e

KEPEGAWAIAN NEGARA

: 7TAHUN 2008
: 29 PEBRUARI 2008

Tempat

Tanggal

tertanggung NFeNS Penetapan KPE
Nama PNS \4
Keterangan
(Suami/lstri/Anak)
Bagian Belakang '
Tebal 0,7 mm

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
Jin. Letjen Sutoyo 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640

1.Kartu ini adalah milik BKN.

Magnetic
Stripe

Himbauan/
Pengumuman

2 Harap disimpan baik-baik dan apabila hilang segera melapor ke BKN, atau Kantor Regional BKN.

3.Barangsiapa menemukan kartu ini, harap

kepada BKN, atau Kantor Regional BKN.

mengembalikan
4.Penggunaan Kartu PNS Elektronik ini distur dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan

yang bertaku

i Logo dari pihak-
—— pihak yang
i terkait
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At PEMERINTAH KHOTA BANIDAIR LAMTCING

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr Susilo Nomor 2 Uandar Tamnpuang Telpon 007921- 266 923
DANDAR TAMEUNG 25214

SURAT 1ZIN PENELITIANSURVEI/PENGABDIAN/KKN/PKL
Nomor: 0707360 fIL14Z014

Iengingat ¢ 1 Undang-Unding ho. 32 tahun 2004 tentang Pemerimezran di Dac:sh:
2. Poraturan Menieri Dalam Megzi Republit Indunesia Nomar 11 Tahun 2005 t=ntans
Komunitae Int@lien Racrah;
4 Peraivran Menten Dalam Nagsri Republic Indnnesia Nomar 12 [ahua 2005 tontang
Kewaspadazn Cini Masyarzka: di Deerah;
4. Kepilusan Merteri Dalam Noger dan Manier Frershanen Republis Indznesis
MNe.753 Tahun 1095 dan Nomor KEPM2MKIMYOS Tanogel 26 Dessmher 130F
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan;
. Kepulusan Dirjen Sestal Politik Depdagr Ne.1< 108° Tznian: Sural Forbersahiar
Fenelilian: :
8. Persuran Daarzn Kota Rardar Lamzung No 24 1abun 2008 Tentang Tuyas. Fungsi
den Tata Hoja Badar: Keswuzn Dangsa dan Polltk Kot Bandar La110ung.
Membaca : Sumt dar Dckan FISI® Universitas Lampuiyg Nomor @ 1605/0N,26/5/07/207 2
tanggal 08 Psi 2014 tantang I7in Risat,

DENGAN INI MEMBERIKAN 17IN KEPADA *

NENE . DEDI SAPUTRA, S.IP /0926021005

Pekerjaan ¢ Nahzasisva FISIP Unversitas _ampung

&lamrar ¢ L Prof Dr. Sxemantri Brojonesjors No. 01 Bancar Lanpung

Loka:z : Badzn Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung

La--znyz © T (Satu) Bulan

Fznanogung Jawsh : Dokan FISIF Universilas Lampung

Tujuan g - Mcngadskan Penelitian dalam rangka peoyusunas sknzsikansa ImahThoss
R ¢ "EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
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selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung

(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)

Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Jumat, 30 Mei 2014)



HASIL WAWANCARA
JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)
Fokus pada Implementor (BKD)
1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada
Kota Bandar Lampung?
Jawab : Pada dasarnya KPE untuk Pegawai Negeri Sipil merupakan Kebijakan
dari Pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara. Fungsi utamanya adalah
sebagai Kartu ldentitas Pegawai Negeri Sipil penganti Kartu Pegawai yang

dipandang sudah ketinggalan jaman. Selain itu KPE berfungsi Multiguna

untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan
ketentuan?
Jawab : BKD sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam Implementasi
KPE selalu berupaya untuk memenuhi segala prosedur administratif sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, selain itu BKD selalu berkoordinasi
dengan BKN terkait Juklak dan Juklis yang harus diikuti dalam implementasi
KPE dalam hal ini merujuk pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008

tentang KPE.



3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang
telah ditentukan?
Jawab : Dalam Surat Edaran yang kami sebarkan ke seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sudah ada persyaratan atau prosedur yang harus
dipenuhi oleh PNS dalam proses perekaman data pegawai antara lain seperti

fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?
Jawab : Pada dasarnya kami tidak menemui kendala yang berarti dalam proses
Implementasi KPE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, setelah
menandatanggani Memorandum Of Understanding (MOU) dengan pihak
Badan Kepegawian Negara, BKN menunjuk Pihak ke-3 selaku rekanan yaitu
PT. Sucofindo untuk melakukan proses perekaman data pegawai. Saat ini,
ditahun 2014 masih ada +1500 PNS yang belum memiliki KPE, dan hal ini
yang sedang kami perjuangkan agar di tahun ini juga Pemerintah Kota Bandar
Lampung memiliki jadwal yang pasti untuk pemphotoan ulang KPE di

Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah
berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung?

Jawab : Banyak cara yang sudah dilakukan BKD dalam sosialisasi yang kami
lakukan terkait dengan KPE, antara lain melalui Rapat Koordinasi (RAKOR)

Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah



(SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selain itu dengan membuka Loket
Pelayanan Informasi Kartu Pegawai Elektronik pada Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandar Lampung.

Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar
Lampung?

Jawab : Ya, tentu saja sangat berperan dalam memberikan arahan— arahan dan
petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi KPE, BKN adalah tempat
kami mencari solusi terkait kendala-kendala yang kami hadapi. Selain itu
BKD Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas
(SKPD) ke BKN untuk melaporkan secara periodik sejauh mana
perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi

KPE.

. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara
(BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan
kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : lya tentu saja, berbagai kendala yang kami hadapi saat proses
implementasi selalu kami konsultasikan kepada pihak Badan Kepegawaian
Negara, misalnya saja terkait penunjukan layanan perbankan dalam otentikasi
pembayaran gaji setelah berkoordinasi dengan BKN, Pihak BKN
menyerahkan otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota

Bandar Lampung.



8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?
Jawab : Perekaman data KPE pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Ada 3
Bank yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung
menjalin tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan
Layanan Perbankan pada KPE. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung
merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE
dalam Otentikasi Pembayaran Gaji bertempat di Gedung Sumergow

Pemerintah Kota Bandar Lampung.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan
Pihak ke-tiga?
Jawab : Sejauh ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi
dengan pihak Pemerintah Provinsi Lampung terkait Penerapan KPE dalam
Otentikasi Pembayaran Gaji. Pihak Provinsi Lampung melalui Surat Gubernur
Nomor 800/3201/11.12/2009 merekomendasikan Bank Pemerintah Daerah
(Bank Lampung) untuk otentikasi pembayaran gaji, tetapi kami masih melihat
bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk
melakukan otentikasi layanan perbankan bagi PNS Kota Bandar Lampung,
Kita sama-sama mengetahiu bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja
jumlah ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya
pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian
panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang

dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah



layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji PNS bukan justru

menimbulkan masalah baru.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribuisi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Sudah tiga Kali.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?
Jawab : Sebagai penganti dari Kartu Pegawai (KARPEG) tentu saja sudah
sesuai, kedepan Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya untuk menjalin

kerja sama dengan pihak ke-3 dalam Otentikasi Layanan Perbankan.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : Ya, sebagai Konversi dari Karpeg.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)
1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?
Jawab : lya sudah mendukung, baik dalam Sumber Daya Manusia (PNS) dan

didukung sumber daya teknologi yang canggih.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Menurut saya sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) BKD
sudah memahami Tuposi-nya. Selain itu dalam proses perekaman data

pegawai dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu PT. Sucofindo.



3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai
Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?
Jawab : Dalam proses implementasi KPE di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandar Lampung dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandar Lampung yang berinduk pada APBD Pemerintah Kota Bandar

Lampung.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah
melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?
Jawab : lya sudah, Sosialisasi kami lakukan melalui Rapat Koordinasi
(RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow dan dengan membuka Loket

Pelayanan Informasi KPE pada BKD Kota Bandar Lampung.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada
PNS?
Jawab : Mengadakan Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan
mensosialisasikan apa itu KPE, Fungsi dari KPE. Selanjutnya bersurat kepada
seluruh SKPD terkait jadwal pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka

Loket Pelayanan Informasi KPE yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Rapat Koordinasi Kepegawaian, Surat Edaran, Loket Pelayanan

Informasi KPE.



7.

10.

Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Kendala teknis yang kami hadapi adalah alat atau perlengkapan yang
disediakan oleh PT. Sucofindo untuk merekam data pegawai sering terjadi
error atau kerusakan yang menyebabkan terjadinya antrian panjang dalam

proses perekaman data PNS.

Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu
Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Secara teknis BKD Kota Bandar Lampung mengkoordinasikan
kepada seluruh SKPD melalui Surat Edaran Walikota terkait jadwal
perekaman data PNS. Selanjutnya BKD menyiapkan lokasi untuk perekaman

data PNS oleh pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.

Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?
Jawab : Loket Pelayanan Informasi Kepegawaian tentang KPE sudah kami
sediakan pada Badan Kepegawaian Daerah, sehingga PNS yang

membutuhkan informasi tentang KPE bisa memanfaatkannya.

Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?
Jawab : Staf BKD siap memberikan penjelasan informasi tentang KPE pada
Loket Pelayanan Infomasi KPE pada Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandar Lampung.



11.

12.

Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?
Jawab : Pada jam-jam kerja banyak PNS yang memanfaatkan Loket Pelayanan
Informasi Kepegawaian dengan menanyakan terkait jadwal pemfotoan,

kehilangan KPE dan kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE.

Bagaimana political will Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi
Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Pada dasarnya KPE merupakan kebijakan dari pusat dalam hal ini
Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Kota Bandar Lampng harus mendukung dan
menyukseskan agenda kebijakan nasional yang digulirkan oleh Badan
Kepegawaian Negara salah satunya kebijakan tentang KPE. Tentu saja
Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan terus mengupayakan agar KPE
tidak hanya berfungsi sebagai Konversi dari Kartu Pegawai yang berfungsi
sebagai Kartu ldentitas PNS, tetapi juga bisa digunakan dalam meningkatkan
layanan kepegawaian melalui Layanan Perbankan atau pembayaran gaji PNS.
Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan mendukung pihak perbankan
dalam hal ini Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk bisa
melaksankan Layanan Perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji PNS
dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama. Persoalannya hari ini adalah,
Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mempertimbangkan dengan
seksama bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung)
untuk melakukan Layanan Perbankan bgi PNS Kota Bandar Lampung, Kita

sama-sama mengetahiu bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah



13.

10

ATM vyang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya
pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian
panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang
dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah
layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji bukan justru

menimbulkan masalah baru.

Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah
(Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai
Elektronik (KPE)?

Jawab : Yang pertama harus dilakukan adalah membangun komunikasi
kembali dengan Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini Bank Lampung dalam
hal implementasi layanan perbankan otentikasi pembayaran Gaji PNS Kota
Bandar Lampung, kita akan melihat sejauh mana kesiapan BPD dalam hal
teknis pembayaran gaji PNS, Jumlah ATM misalnya. Selanjutnya adalah
melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait
memfungsikan KPE dalam layanan perbankan. Koordinasi juga harus
dilakukan dengan Bagian Keuangan terkait teknis pelaksanaannya dan yang
terakhir adalah kembali melakukan sosilisasi kepada seluruh PNS yang ada di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
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Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar
Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?
Jawab : lya selama ini upaya yang kami lakukan adalah dengan cara
berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait upaya untuk
memaksimalkan implementasi KPE dilingkup Pemerintah Kota Bandar

Lampung.

Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan
Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Hampir seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar
Lampung mendukung kebijakan ini dengan melakukan proses perekaman data

Pegawai.
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Dokumentasi Wawancara dengan Ibu SITI SUPIAH, S.H., M.H.
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HASIL WAWANCARA
JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)
Fokus pada Implementor (BKD)
1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada
Kota Bandar Lampung?
Jawab : lya, apabila kita merujuk kepada Peraturan Kepala BKN nomor 7
Tahun 2008 KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian
dan pengendalian data kepegawaian selain itu KPE berfungsi sebagai

pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) yang selama ini berfungsi sebagai Kartu

Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan
ketentuan?
Jawab : lya BKD selalu berkoordinasi dengan BKN dengan cara mengirimkan
staf untuk melakukan Perjalanan Dinas (SPPD) berkoordinasi dengan BKN
terkait prosedur administrative sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7

tahun 2008 tentang KPE.



3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang
telah ditentukan?
Jawab : lya, tentu saja dalam proses pengambilan data, BKN menunjuk pihak
ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo untuk merekam data PNS, dimana
PNS tersebut diharuskan melengkapi dan mengikuti prosedur atau
persyaratan-persyaratan seperti fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy

KTP.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?
Jawab : Sejauh ini implementasi yang telah kami lakukan telah mencapai 80%
dari + 11.000 PNS yang ada di Kota Bendar Lampung sudah sekitar + 9000
PNS yang sudah memiliki KPE. Kendala yang kami hadapi adalah belum
adanya jadwal yang pasti untuk pemphotoan ulang KPE di Pemerintah Kota
Bandar Lampung pada tahun 2014 ini, sehingga nasib KPE +1500 PNS belum

jelas untuk memiliki KPE tahun ini.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah
berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung?

Jawab : Ya sudah banyak sekali Sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan
KPE, yang terbaru adalah mensosialisasikan KPE dalam Rapat Koordinasi
(RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selain itu upaya kami dengan



berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan yang

notabene memilliki jumah Pegawai Negeri Sipil yang banyak.

Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar
Lampung?

Jawab : Sejauh ini selama proses Implementasi KPE di Kota Bandar Lampung
tentu saja peranan BKN sangat besar, ini terkait dengan arahan— arahan dan
petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi KPE, selain itu BKD
Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas
(SKPD) ke BKN untuk melaporkan secara periodik sejauhmana
perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi

KPE.

. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara
(BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan
kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Setelah berkoordinasi dengan BKN, Pihak BKN menyerahkan
Otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar
Lampung, tinggal bagaimana kemauan dari Pucuk Pimpinan (Walikota),

dalam hal ini kami selaku bawahan menunggu apa kebijakan dari Atasan.



8.

10.

Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Sejauh ini memang Kota Bandar Lampung belum melakukan kerja
sama dengan Pihak Ke-3 terkait dengan pemfungsian KPE vyaitu Fungsi
Perbankan. Pada Tahun 2010 memang ada tawaran dari pihak Bank Lampung,
BNI dan BRI untuk menfungsikan Layanan Perbankan KPE, tetapi itu terhenti
semenjak adanya pergantian walikota dari Bapak Edi Sutrisno kepada Bapak
Herman H.N. setelah itu BKD diperintahkan untuk membagikan KPE kepada

seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan
Pihak ke-tiga?

Jawab : Selama ini, pihak ke-3 memberikan respon positif terkait rencana
kerjasama untuk memfungsikan layanan perbankan KPE, hal ini bisa dilihat
dari Surat Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh pihak ke-3 kepada

Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait layanan KPE.

Sudah berapa kali dilakukan distribuisi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Sudah tiga Kali.



11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?
Jawab : Ya, dari beberapa fungsi KPE, berdasarkan Peraturan Kepada BKN
Nomor 7 tahun 2008, sejauh ini pada Pemerintah Kota Bandar Lampung KPE
sebagai pengganti Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yaitu KARIS,

KARPEG, KARSU.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?
Jawab : Ya, walaupun belum terlaksana sepenuhnya, minimal KPE sebagai

Konversi dari Karpeg sudah berjalan.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?
Jawab : Ya tentu saja sudah cukup, Badan Kepegawaian Daerah memiliki
Sumber Daya Manusia (PNS) yang cakap dan didukung sumber daya

teknologi yang canggih.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Ya, Sumber Daya Manusia (PNS) BKD memiliki kemampuan dalam
implementasi KPE. PNS BKD sudah didukung oleh sebagian besar lulusan S1

sampai S2.



3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai
Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?
Jawab : Ya, selama ini Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung
implementasi KPE dengan menganggarkan dalam APBD tahun berjalan dari
tahun 2008 — 2014 ini, yang terinci dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandar Lampung.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah
melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?
Jawab : lya sudah, kami sudah melakukan Rapat Koordinasi (RAKOR)
Kepegawaian di Gedung Sumergow pada tahun 2009 dan 2010

mensosialisasikan KPE keseluruh kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD).

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada
PNS?
Jawab : Yang pertama melakukan Rakor Kepegawaian yang dihadiri seluruh
kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kedua bersurat kepada seluruh
SKPD terkait jadwal pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka Loket

Pelayanan Informasi KPE yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Rapat Koordinasi Kepegawaian Surat Edaran dan Loket Pelayanan

Informasi KPE.



7.

10.

Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, yang kami rasakan adalah kurang profesionalnya pihak ke-3 atau
rekanan yang di tunjuk BKN, dalam hal ini pihak PT. Sucofindo. Terbatasnya
personal sehingga membuat proses pemfotoan KPE menjadi sedikit terhambat

(Antrian Panjang).

Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu
Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Kami BKD Kota Bandar Lampung hanya menyiapkan lokasi dan
undangan kepada PNS untuk diambil datanya, terkait teknologi pihak BKN

menunjuk pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.

Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?
Jawab : lya tentu saja, Badan Kepegawaian Daerah membuka Loket
Pelayanan KPE yang bisa di akses pada jam-jam Kkerja. PNS yang

membutuhkan informasi tentang KPE bias memanfaatkannya.

Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : lya, BKD membuka Loket Pelayanan Infomasi KPE.



11.

12.

13.

14.

Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?
Jawab : lya, sudah banyak PNS yang menanyakan terkait jadwal pemfotoan,
kehilangan KPE dan kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE ke Loket

Pelayanan KPE.

Bagaimana political will Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi
Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : lya, sesuai dengan disposisi dari bapak Walikota Bandar Lampung,
KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti (konversi) karpeg ke

KPE.

Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah
(Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai
Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya dalam waktu dekat ini BKD akan melakukan pemfotoan ulang
bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum

memiliki KPE.

Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar
Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?
Jawab : lya selama ini upaya yang kami lakukan adalah dengan cara
berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait upaya untuk
memaksimalkan implementasi KPE dilingkup Pemerintah Kota Bandar

Lampung.
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15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan
Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?
Jawab : Sejauh ini PNS kota menyambut dan mendukung kebijakan ini, proses
pemfotoan dihadiri banyak PNS dan PNS yang memiliki kendala KPE seperti

belum memiliki KPE selalu menanyakan jadwal pemfotoan KPE.
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HASIL WAWANCARA
JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)
Fokus pada Implementor (BKD)
1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada
Kota Bandar Lampung?
Jawab : Sepengetahuan saya, fungsi utama dari Kartu Pegawai Elektronik
adalah sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg), sebagai Kartu
Identitas Pegawai Negeri Sipil, disamping itu memang KPE mempunyai
fungsi perbankan dimana setiap awal bulan gaji pns langsung masuk ke

rekening yang bersangkutan.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan
ketentuan?
Jawab : lya tentu saja, dalam proses Implementasi Badan Kepegawaian
Daerah selalu menunjuk kepada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008.
Selain itu BKD selalu berkoordinasi tentang Juklak dan Juklis kepada BKN di

Jakarta.



3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang
telah ditentukan?
Jawab : Ya tentu saja, sebelum proses pemfotoan KPE, PNS Kota Bandar
Lampung harus memenuhi persyaratan antara lain membawa Fotocopy SK

Pangkat Terakhir dan Fotocopy KTP.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?
Jawab : Kendala yang dihadapi, terutama yang saya temui antara lain kurang
cakapnya pihak ke-3 dalam hal ini PT. Sucofindo sehingga menimbulkan

antrian panjang dalam pemfotoan.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah
berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung?

Jawab : Ya sudah beberapa kali, waktu itu Dalam Rapat Koordinasi

Kepegawaian di Gedung Sumergow.

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar
Lampung?

Jawab : Ya Badan Kepegawaian Negara selalu memberikan arahan — arahan

tentang hal — hal apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi KPE.



7.

10.

Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara
(BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan
kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : lya tentu saja bermanfaat, tetapi dalam hal penunjukan pihak ke-3
BKN menyerahkan sepenuhnya otorisasi penunjukan pihak ke-3 Layanan
Perbankan kepada Pemerintah Kota Bandar lampung dalam hal ini Walikota

Bandar Lampung.

Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Pada waktu itu ada 3 bank yang telah mengajukan penawaran kerja
sama layanan perbankan antara lain bank Lampung, BNI dan BRI, bahkan
Bank Lampung sudah melakukan expose di gedung tapis menyatakan
kesiapannya, selanjutnya proses ini terhenti ketika terjadi pergantian Walikota

ke Bapak Herman HN.

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan
Pihak ke-tiga?

Jawab : Pada dasarnya pihak ke-3 sudah menyatakan kesanggupannya dalam
memenuhi Layanan Perbankan tetapi pihak Pemerintah Kota belum ingin

melaksanakannya.

Sudah berapa kali dilakukan distribuisi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Tiga Kali di distribusikan dari BKN.



11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?
Jawab : lya fungsi utamanya sebagai Konversi Karpeg ke KPE sudah tercapai

walaupun Fungsi Perbankan sampai saat ini belum maksimal.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : iya bisa dikatakan demikian.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)
1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : lya tentu saja baik SDM dalam hal ini PNS dan teknologinya.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Pada dasarnya SDM yang ada di BKD sudah cukup baik karena

didukung oleh lulusan S1 dan S2.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai
Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : lya sudah dianggarkan pada DPA BKD kota tiap tahunnnya.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah
melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?
Jawab : lya tentu saja, seingat saya dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan

melalui Loket Pelayanan.



Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada
PNS?
Jawab : Melalui pertemuan dan Rapat- Rapat serta Surat Edaran ke Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : - Rapat Koordinasi Kepegawaian

- Surat Edaran

- Loket Pelayanan Informasi KPE

Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Masih banyak PNS yang kurang informasi terkait KPE.

Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu
Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Pada dasarnya proses pemfotoan dilakukan oleh pihak ke-3 yang
ditunjuk BKN vyaitu PT. Sucofindo jadi kesiapan teknis dalam hal ini

teknologi cukup baik.

. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?
Jawab : lya tentu saja, dengan adanya loket pelayanan kepegawaian dapat

dengan mudah memberikan informasi KPE.
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11.

12.

13.

14.

15.

Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : lya, melalui Loket Pelayanan Infomasi Kepegawaian.

Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?
Jawab : lya beberapa PNS setiap harinya menanyakan Informasi KPE, semisal

kapan jadwal pemfotoan KPE.

Bagaimana political will Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi
Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?
Jawab : Sejauh ini, keinginan Walikota hanya memfungsikan KPE sebagai

Kartu Identitas PNS pengganti KARPEG.

Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah
(Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai
Elektronik (KPE)?

Jawab : Setahu saya melakukan pemfotoan secepatnya agar semua PNS kota

Bandar Lampung memiliki KPE.

Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar
Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Melakukan koordinasi dengan BKN.

Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan
Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik??

Jawab : Pada dasar nya menyambut baik adanya KPE.
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HASIL WAWANCARA
JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)
Fokus pada Implementor (BKD)
1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada
Kota Bandar Lampung?
Jawab : Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008,
KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan
pengendalian data kepegawaian. Pelayanan Kepegawaian tersebut antara lain :
Asuransi kesehatan, Pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta

untuk menggantikan Kartu Pegawai (karpeg) sebagai Kartu ldentitas Pegawai

(ID).

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan
ketentuan?
Jawab : lya tentu saja kami BKD selaku leading sector dalam implementasi
KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan prosedur
administratif sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008
tentang KPE. Dalam hal ini saya selaku Kasubag Penyusunan Program,
Monitoring dan Evaluasi langsung ke BKN untuk melakukan koordinasi
tentang pelaksanaan tahapan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota

Bandar Lampung.



3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang
telah ditentukan?
Jawab : lya tentu, PNS yang akan melakukan pengambilan data KPE
diharuskan mengikuti prosedur atau persyaratan semisal fotocopy SK pangkat

terakhir dan fotocopy KTP tersebut.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?
Jawab : Masih banyaknya PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bandar
Lampung yang belum memiliki KPE sejumlah + 1500 PNS, disamping itu
BKN belum memberikan jadwal untuk pemfotoan ulang bagi PNS kota
Bandar Lampung, terlepas dari itu semua KPE Kota Bandar lampung belum

menunjuk pihak ke-3 dalam hal layanan perbankan/pembayaran gaji PNS.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah
berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung?

Jawab : Secara teknis, banyak upaya sosialisasi yang telah kami lakukan
terkait implementasi KPE antara lain : mengundang seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah ke Gedung Sumergou dalam acara Rapat Koordinasi
(RAKOR) Kepegawaian terkait Konversi Kartu Pegawai (KARPEG) ke Kartu

Pegawai Elektronik (KPE).



6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar
Lampung?

Jawab : Ya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung selalu
berkoordinasi dengan BKN di Jakarta. BKN berperan memberikan arahan—
arahan pada hal apa saja yang harus dilakukan BKD kota terkait implementasi
KPE. BKN juga berperan aktif dengan melakukan kunjungan ke Kota Bandar

Lampung.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara
(BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan
kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Ya, setelah saya langsung berkoordinasi dengan melakukan
Perjalanan Dinas ke Jakarta. Pihak BKN menyerahkan sepenuhnya otoritas
penunjukan pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, hal ini
karena pihak BKN tidak ada dasar untuk memaksakan Layanan Perbankan

harus dilakukan oleh bank tertentu.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?
Jawab : Berdasarkan Catatan saya, KPE pertama kali dilakukan perekaman
data pada tanggal 12-23 Oktober 2009. BKD selaku perwakilan dari
Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan tiga bank yaitu

Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada



KPE. Sudah ada 3 Surat Permohonan yang intinya mengajak Pemerintah Kota
Bandar Lampung untuk berkerja sama dalam peng-aktifan Layanan
Perbankan, yang pertama dari Bank Lampung tertanggal 18 November,
Perihal Mohon Penandatangganan Surat Perjanjian Kerja sama tentang KPE,
kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 5 Januari tahun 2010
perihal Penawaran Kerjasama Payroll dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE).
Ketiga dari Bank Nasional Indonesia (BNI) tertanggal 15 Januari tahun 2010
perihal Penawaran Kerjasama Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi PNS.
Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan
merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi
Pembayaran Gaji melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah
tertanggal 14 Januari 2010. Akan tetapi semenjak pergantian Walikota ke
Bapak Herman H.N proses ini terhenti. BKD sudah melakukan telaah staf ke
Walikota Bandar Lampung untuk segera melakukan kerjasama dengan pihak
ke-3 terkait fungsi KPE dan hasilnya BKD diperintahkan untuk membagikan

KPE kepada seluruh PNS tanpa adaya layanan perbankan dalam KPE.

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan
Pihak ke-tiga?

Jawab : Pihak ke-3 menyambut dengan tangan terbuka apabila Pemerintah
Kota Bandar Lampung ingin memfungsikan Layanan Perbankan KPE bahkan
Bank Lampung, BNI dan BRI sudah menyatakan kesanggupan untuk

melaksanakan Layanan Perbankan KPE.



10. Sudah berapa kali dilakukan distribuisi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Tiga Kkali.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?
Jawab : Ya tentu saja yang selama ini KPE sebagai pengganti kartu identitas
PNS (KARPEG). Walaupun masih banyak fungsi dari KPE yang belum
maksimal tapi Pemerintah Kota Bandar Lampung masih optimis untuk

memfungsikanya.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?
Jawab : Ya sebagai pengganti KARPEG sudah tercapai walaupun fungsi

Layanan Perbankan dan Layanan kesehatan masih dalam usaha kesana.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?
Jawab : lya sudah cukup untuk mengimplementasikan KPE, lagi pula BKD
hanya menyiapkan tempat dan undangan untuk pelaksanaan pemfotoan KPE,
terkait dengan SDM, Staff BKD sudah cukup menguasai teknologi informasi

(computer).

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : lya sudah cukup. Staff BKD sudah didukung lulusan S1 dan S2.



3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai
Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?
Jawab : Terkait dengan alokasi sumber dana selama ini pemerintah
menganggarkan melalui APBD kota Bandar lampung yang dibebankan pada
Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah tiap

tahunnnya.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah
melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?
Jawab : lya sudah, melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian
serta melalui surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait jadwal pemfotoan KPE dan melalui Loket Pelayanan Informasi KPE

yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar lampung.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada
PNS?
Jawab : Tentu saja, melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian,
selanjutnya melalui surat resmi yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah
Kota Bandar Lampung terkait jadwal pemfotoan dan melalui Loket Pelayanan

di Bidang Kepegawaian.



6.

10.

Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Rakor Kepegawaian, Surat Edaran dan Loket Pelayanan Informasi

KPE.

Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Secara teknis pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo kurang professional
dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan protes dan complain dari

PNS yang melakukan pemfotoan KPE.

Bagaimana KesiapanTeknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu
Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Dalam pelaksanaan pemfotoan KPE, kesiapanteknis (teknologi)
disiapkan oleh rekanan BKN yaitu PT. Sucopindo, BKD hanya menyiapkan

tempat/lokasi dan undangan pemfotoan bagi PNS.

Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?
Jawab : lya tentu saja, sejak tahun 2011 BKD membuka loket khusus untuk
memberikan informasi terkait Kartu Pegawai Elektronik (KPE) sehingga PNS

bias dengan mudah memperoleh informasi.

Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : lya, BKD menyediakan Loket Pelayanan Infomasi KPE.



11.

12.

13.

14.

Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?
Jawab : lya, sudah banyak PNS yang memanfaatkannya misalnya saja
menanyakan kapan jadwal foto KPE, selanjutnya juga ada yang menanyakan

bagaimana apabila ada kesalahan penulisan Nama dan NIP dalam KPE.

Bagaimana Political Will Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi
Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : lya, sesuai dengan hasil telaah staff yang kami lakukan disposisi
Bapak Walikota, KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti

(Konversi) Kartu Pegawai ke KPE.

Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah
(Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai
Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, berdasarkan hasil Perjalanan Dinas awal bulan ini, Kota Bandar
Lampung segera melakukan pengambilan data atau foto ulang bagi PNS yang
ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki

KPE.

Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar
Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?
Jawab : selain rutin berkoordinasi dengan BKN terkait upaya-upaya yang

harus dilakukan untuk memaksimalkan KPE, kami pun selalui mengikuti dan
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bertukar fikiran dengan beberapa daerah yang ada di provinsi Lampung seperti

Kota Metro terkait pelaksanaan KPE.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan
Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?
Jawab : lya, PNS Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan konversi KPE
sebagai Kartu Identitas pengganti KARPEG, walaupun sebagian besar masih

sedikit bingung tentang fungsi dari KPE tersebut.
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HASIL WAWANCARA
JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)
Fokus pada Implementor (BKD)
1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada
Kota Bandar Lampung?
Jawab : Setahu saya yang menjadi tujuan utama diberlakukannya KPE adalah
perubahan dari Kartu Pegawai (KARPEG) ke KPE, artinya menggunakan
teknologi informasi dalam bentuk KPE dalam pelayanan dibidang
kepegawaian, selain itu juga perubahan pola pembayaran gaji Pegawai Negeri

Sipil melalui layanan perbankan.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan
ketentuan?
Jawab : Sejauh ini BKD selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian
Negara (BKN) di Jakarta terkait Prosedur Administrasi yang sesuai dengan

peraturan kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang
telah ditentukan?
Jawab : Ya tentu saja, dalam proses pembuatan KPE, PNS diharuskan
melengkapi prosedur- prosedur seperti harus mengumpulkan SK pangkat

terakhir dan foto copy KTP yang bersangkutan.



4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?
Jawab : Yang selama ini saya rasakan, kendala yang dihadapi BKD antara lain
seperti sulitnya berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait informasi
tentang KPE sehingga banyak PNS pengguna KPE terutama PNS Guru yang

tertinggal informasi KPE.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah
berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung?

Jawab : Ya sepanjang sepengetahuan kami sekitar + 3 kali BKD melayangkan
surat pemberitahuan tentang proses pemfotoan KPE yang akan dilakukan oleh

Pemerintah Kota Bandar Lampung.

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar
Lampung?

Jawab : Saya agak kurang memahami bagaimana proses koordinasi dengan
pihak BKN, mungkin untuk lebih detailnya bisa anda tanyakan kepada
KASUBAG Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi BKD karena disini

saya selaku KASUBAG Umum kurang terlibat jauh.



7.

10.

Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara
(BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan
kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Ya sepengetahuan saya BKN rutin melakukan kunjungan kerja ke
BKD Kota Bandar Lampung utuk melihat sejauh mana proses pemfotoan KPE

berlangsung.

Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?
Jawab : Setahu saya, sampai dengan saat ini pemerintah Bandar Lampung

belum melakukan kerja sama dengan pihak ke-3.

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan
Pihak ke-tiga?

Jawab : Kendala yang kami hadapi saat ini mungkin kurangnya inisiatif dari
atasan dalam hal ini walikota Bandar Lampung untuk segera menunjuk pihak

ke-3.

Sudah berapa kali dilakukan distribuisi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Sudah tiga Kali.



11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?
Jawab : Ya dari beberapa fungsi utama kartu pegawai elektronik sebagian
besar belum termanfaatkan dengan maksimal, selama ini yang hanya sebatas
pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) sebagai kartu Identitas Pegawai Negeri

Sipil.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : Ya sepertinnya masih belum tercapai.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)
1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?
Jawab : Ya kalau menurut saya sudah cukup. Sumber daya yang ada di BKD

baik itu manusianya maupun teknologi-nya sudah cukup memadai.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Ya sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) di BKD sudah di
dukung oleh lulusan perguruan tinggi sampai dengan lulusan Magister atau

S2.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai
Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?
Jawab : lya sudah sejauh ini sudah dianggarkan dalam DPA Badan

Kepegawaian Daerah tiap tahunnnya.



4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah

melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?
Jawab : lya sudah, ini kita lakukan melalui surat yang kita kirim melalui
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah

Kota Bandar Lampung.

Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada
PNS?

Jawab : Ya selain melalui surat tadi yang saya jelaskan, BKD juga membuka
Loket Pelayanan Informasi tentang KPE, sehingga PNS yang merasa

membutuhkan informasi bisa memperoleh kejelasan.

Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Surat dan Loket Pelayanan Informasi tentang KPE selain itu juga
melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian untuk mensosialisasikan KPE

kepada PNS.

Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, yang saya rasakan adalah kurang profesional nya pihak skofindo
yang menjadi rekanan BKN dalam implementasi KPE di kota Bandar

Lampung.



8.

10.

11.

12.

Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu
Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya semua proses pemfotoan dilakukan oleh PT. Sucofindo.

Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?
Jawab : lya tinggal PNS yang bersangkutan datang langsung ke BKD,

Staff BKD akan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : lya, BKD menyiapkan Loket Pelayanan Infomasi tentang KPE.

Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?
Jawab : lya sejauh ini banyak PNS menanyakan informasi tentang KPE

ke BKD.

Bagaimana political will Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi
Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?
Jawab : Sejauh ini Walikota memerintahkan untuk membagikan KPE kepada

seluruh PNS kota Bandar Lampung.



13.

14.

15.

Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah
(Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai
Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, selama ini kami lakukan adalah segera menyelesaikan proses

pemfotoan KPE bagi PNS yang belum memiliki KPE.

Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar
Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?
Jawab : lya, selalu berkoordinasi dengan BKN dan menyelesaikan proses

pengambilan data bagi PNS yang belum memiliki KPE.

Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan
Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?
Jawab : Sejauh ini cukup antusias, bisa dilihat dari proses pemfotoan KPE

yang dihadiri banyak PNS di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung.
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HASIL WAWANCARA
JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)
Fokus pada Implementor (BKN)
1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik bagi
Pegawai Negeri Sipil?
Jawab : lya tentu saja, Kartu Pegawai Elektronik adalah Kartu ldentitas
Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang memuat data secara elektronik.

Tujuan utamanya berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian

dan pengendalian data kepegawaian.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan
ketentuan?
Jawab : lya tentu saja, segala peraturan atau prosedur administratif sudah kami

laksanakan.

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?
Jawab : Pada dasarnya, tidak ada kendala yang berarti yang BKN hadapi
dalam implementasi KPE, setelah diluncurkan pada tahun 2008 melalui
peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008, BKN selanjutnya
mendelegasikan implementasi KPE keseluruh Indonesia melalui Badan

Kepegawaian Daerah baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota sebagai



leading sector KPE dengan mendatangani MoU, kalau kendala mungkin ada

pada daerah masing - masing.

. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah
berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan?

Jawab : lya, yang kami lakukan adalah menghubungi BKD daerah terkait agar
segera melakukan sosialisasi, BKN hanya bersifat berkoordinasi dengan BKD

yang ada di provinsi, kabupaten dan kota yang ada diseluruh Indonesia.

Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses
implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di pemerintah kota Bandar
Lampung ?

Jawab : Ya, BKN berkoordinasi dengan daerah untuk melakukan proses
implementasi dengan cara mengadakan jadwal pengambilan data PNS, dalam
hal ini Foto PNS dan sidik jari PNS sebagai bahan untuk pembuatan KPE

PNS.

. Apakah Proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara
(BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan
kendala- kendala yang dihadapi dilapangan ?

Jawab : Ya tentu saja.



7.

10.

Bisa anda ceritakan bagaimana proses terjadi nya kerjasama yang dilakukan
pemerintah kota Bandar Lampung dengan pihak Ke-tiga ?

Jawab : Ya, sepengetahuan saya untuk Kota Bandar Lampung memang belum
memfungsikan layanan KPE, misalnya saja Layanan Gaji atau perbankan dan
kesehatan. Sudah beberapa kali BKD Kota Bandar Lampung berkoordinasi
tentang ini, tetapi memang kewenangan BKN hanya sebatas itu, tidak ada
ketentuan yang bisa memaksa semua layanan KPE untuk diterapkan. Semua

tergantung dari kebijakan pimpinan (Walikota).

Kendala — Kendala apa saja yang dihadapai dalam menjalin kerjasama dengan
pihak ke-tiga ?

Jawab : Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika memang kebijakan dari
pimpinan (Walikota) ingin menerapkan KPE hanya sebagai Kartu Identitas
Pegawai Negeri Sipil, BKN tidak bias berbuat banyak, hanya sebatas
menyarankan untuk memanfaatkan layanan perbankan untuk meningkatkan

layanan di bidang kepegawaian.

Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN ?
Jawab : Untuk Kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang kami punya

sudah 3 kali dengan jumlah KPE 9.361 Kartu.

Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?
Jawab : lya tentu saja, beberapa daerah sudah melaksanakannya sebut saja

DKI Jakarta.



11. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin di capai?

Jawab : lya sudah,walau belum seluruhnya dan hanya di sebagian daerah.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)
1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : lya sudah.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Dalam konteks Kota Bandar Lampung tentu saja kami pandang
mampu mengimplementasikan KPE. BKN dalam proses implementasi KPE
menunjuk pihak ke-3 sebagai rekanan dalam melakukan perekaman data PNS

seluruh Indonesia.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai
Elektronik (KPE) di Badan Kepegawaian Negara ?
Jawab : lya tentu saja, semenjak tahun 2008, Badan Kepegawaian Negara
sudah meralokasikan dana dalam APBN untuk pembiayaan implementasi KPE

di seluruh Indonesia.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara sudah
melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?
Jawab : lya tentu saja melalui Badan Kepegawaian Daerah yang ada di

provinsi, kabupaten ataupun kota yang tersebar di seluruh Indonesia.



Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada
PNS?

Jawab : Melalui internet, bisa dilihat di web sites BKN.

Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses
Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Selama ini terkendala anggaran, sehingga penerapan KPE se-

Indonesia dilaksanakan secara bertahap.

Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu
Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : lya, teknologi sudah sesuai spesifikasi yang kami harapkan dan pihak

rekanan yaitu PT. Sucofindo sudah memenuhi itu.

. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : lya tentu saja.

. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : lya, melalui Loket Pelayanan Infomasi Kepegawaian.



Lampiran Hasil Wawancara
Fokus pada Pengguna KPE
(Pegawai Negeri Sipil)
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Dokumentasi Wawancara dengan ibu Sri Rohatinah
selaku Pengguna Layanan KPE

di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung

(Fokus pada Penerima KPE—Pegawai Negeri Sipil)
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Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Kamis, 22 Mei 2014)



HASIL WAWANCARA
JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)
Fokus pada PNS penerima KPE

(pertanyaan untuk sejumlah Pegawai Negeri Sipil selaku unsur Pengguna

KPE)

1. Apakah anda mendukung usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Ya tentu saja, saya sebagai PNS Kota Bandar Lampung saya wajib
dan mendukung semua kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Bandar

Lampung.

2. Jika anda mendukung, bisa anda jelaskan usaha apa saja yang anda lakukan
guna menyukseskan kebijakan implementasi KPE?
Jawab : Ya, dengan cara memenuhi undangan untuk hadir dalam acara
pemotretan KPE yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bandar

Lampung dengan membawa S.K pangkat terakhir dan foto copy KTP.



. Sepengetahuan anda, sudah berapa kali KPE didistribusikan oleh Badan
Kepegawaian Daerah?

Jawab : Sepengetahuan saya, KPE didistribusikan pada tahun 2010 dan saya
langsung medapatkan KPE bewarna kuning dari Badab Kepegawaian Negara

(BKN).

. Apakah anda sudah mengetahui Fungsi dari KPE di Bidang Kepegawaian?

Jawab : Ya setahu saya KPE pengganti KARPEG, KARIS dan KARSU.

. Jika anda sudah mengetahui, bisa anda jelaskan apa saja fungsi dari KPE?

Jawab : Sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.

Bagaimanakah tingkat pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik
dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian?

Jawab : Setahu saya belum terasa manfaatnya.

Bagaimana tingkat kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu
upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian?

Jawab : Saya rasa KPE masih layak sebagai pengganti Kartu Pegawai.

Menurut anda, upaya yang harus dilakukan Pemerintah  Kota Bandar
Lampung dalam meningkatkan layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Menurut saya, bagi teman-teman yang belum memiliki kartu KPE

untuk segera melakukan pemotoan KPE.



Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1.

Apakah Implementor sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawal
Elaktronik (KPE) kepada Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Kurang tahu.

Bagaimana cara Implementor (BKD) melakukan sosialisasi KPE kepada
Pegawai Negeri Sipil?
Jawab : Sepengetahuan saya, melalui surat yang masuk ke SKPD masing—

masing.

Kendala apa saja yang muncul dalam proses sosialisasi KPE?

Jawab : Kurang tahu.

Dimana dan kapan sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik dilakukan oleh
implementor (BKD)?

Jawab : di Gedung Semergo dan Gedung Tapis Berseri.

Apakah ada pelayanan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Ya ketika itu saya ke BKD kota Bandar Lampung.



6. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri
Sipil?
Jawab : Ya, saya pernah menemani teman saya yang KPE-nya terjadi
kesalahan penulisan NIP dan mendatangi Loket Pelayanan KPE yang ada di

BKD kota Bandar Lampung.

7. Bagaimana responsivitas pelayanan tersebut terhadap pengaduan Pegawali
Negeri Sipil yang masuk?
Jawab : Ya sejauh ini, Staff di BKD bias menjelaskan permasalahan tentang

KPE dan solusinya.
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Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Rio Jayana Putra
selaku Pengguna Layanan KPE di Ruang Rapat

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung

(Fokus pada Penerima KPE-Pegawai Negeri Sipil)

Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Selasa, 20 Mei 2014)



HASIL WAWANCARA
JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)
Fokus pada PNS penerima KPE
(pertanyaan untuk sejumlah Pegawai Negeri Sipil selaku unsur Pengguna
KPE)
1. Apakah anda mendukung usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Sangat setuju dengan adanya KPE namun tidak turut mendukung pada

implementasinya, karena tidak di ikut sertakan dalam kegiatan tersebut.

2. Jika anda mendukung, bisa anda jelaskan usaha apa saja yang anda lakukan
guna menyukseskan kebijakan implementasi KPE?

Jawab : -.

3. Sepengetahuan anda, sudah berapa kali KPE didistribusikan oleh Badan
Kepegawaian Daerah?

Jawab : Sudah satu kali itu pun sebelum saya menjadi PNS.

4. Apakah anda sudah mengetahui Fungsi dari KPE di Bidang Kepegawaian?

Jawab : Sudah, sebagai pengganti Kartu Pegawai.



5. Jika anda sudah mengetahui, bisa anda jelaskan apa saja fungsi dari KPE?
Jawab : Sebagai Kartu ldentitas dari PNS, dikemudian hari akan dapat di
jadikan ATM (Kartu) yang berguna untuk pengambilan gaji. Dimungkinkan
untuk menjadi Kartu Multi Fungsi yaitu sebagai Kartu Identitas, Kartu ATM,
Kartu Asuransi (ASKES). Media penyimpanan/Database informasi

kepegawaian.

6. Bagaimanakah tingkat pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik
dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian?

Jawab : Belum terlaksana.

7. Bagaimana tingkat kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu
upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian?

Jawab : Belum tahu karena belum memiliki.

8. Menurut anda, upaya yang harus dilakukan Pemerintah  Kota Bandar
Lampung dalam meningkatkan layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?
Jawab : Pemerataan pendistribusian KPE keseluruh Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Bandar Lampung, menyediakan MOU dengan Bank yang

ditunjuk untuk segera tercapainya fungsi dari KPE tersebut.



Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1.

Apakah Implementor sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai
Elaktronik (KPE) kepada Pegawai Negeri Sipil?
Jawab : Semenjak saya menjadi pegawai pada tahun 2011, saya belum

merasakan adanya sosialisasi oleh BKD kota Bandar Lampung.

Bagaimana cara Implementor (BKD) melakukan sosialisasi KPE kepada
Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Tidak tahu.

Kendala apa saja yang muncul dalam proses sosialisasi KPE?

Jawab : Tidak tahu

Dimana dan kapan sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik dilakukan oleh
implementor (BKD)?

Jawab : Tidak tahu

Apakah ada pelayanan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik?
Jawab : lya setahu saya, ada Loket Pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandar Lampung yang menyediakan informasi tentang KPE



6. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri
Sipil?
Jawab : lya beberapa teman saya telah menanyakan informasi Kartu Pegawai

Elekronik (KPE) ke BKD Kota Bandar Lampung.

7. Bagaimana responsivitas pelayanan tersebut terhadap pengaduan Pegawali
Negeri Sipil yang masuk?

Jawab : Kurang tahu.
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HASIL WAWANCARA
JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)
Fokus pada PNS penerima KPE

(pertanyaan untuk sejumlah Pegawai Negeri Sipil selaku unsur Pengguna

KPE)

1. Apakah anda mendukung usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya mendukung.

2. Jika anda mendukung, bisa anda jelaskan usaha apa saja yang anda lakukan
guna menyukseskan kebijakan implementasi KPE?
Jawab : Melakukan foto kartupegawai elektronik di bagian Humas Pemerintah

Kota Bandar Lampung dengan membawa foto copy SK pangkat terakhir.

3. Sepengetahuan anda, sudah berapa kali KPE didistribusikan oleh Badan
Kepegawaian Daerah?

Jawab : Satu kali.

4. Apakah anda sudah mengetahui Fungsi dari KPE di Bidang Kepegawaian?

Jawab : Sudah, sebagai kartu identitas pegawai negeri sipil.



5. Jika anda sudah mengetahui, bisa anda jelaskan apa saja fungsi dari KPE?

Jawab : Sebagai Kartu Identitas PNS.

6. Bagaimanakah tingkat pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik
dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian?

Jawab : Tingkat pelaksanaan masih rendah.

7. Bagaimana tingkat kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu
upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian?
Jawab : Sudah cukup layak apabila penggunaan kartu sudah di fungsikan

secara maksimal.

8. Menurut anda, upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandar
Lampung dalam meningkatkan layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Menyediakan sarana dan prasarana pendorong layanan KPE.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)
1. Apakah Implementor sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai
Elaktronik (KPE) kepada Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Sudah.

2. Bagaimana cara Implementor (BKD) melakukan sosialisasi KPE kepada

Pegawai Negeri Sipil?



Jawab : Dengan mengundang PNS kota Bandar Lampung untuk diberikan

sosialisasi tentang KPE di Gedung Semergou.

Kendala apa saja yang muncul dalam proses sosialisasi KPE?

Jawab : Lokasi tempat sosialisasi yang terbatas.

Dimana dan kapan sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik dilakukan oleh
implementor (BKD)?
Jawab : di Gedung Semergo Kompleks Pemerintah Kota Bandar Lampung

tahun 20009.

. Apakah ada pelayanan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Ada

. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri
Sipil?
Jawab : Sudah, bagi PNS yang ingin mengetahui tentang KPE ataupun bila

ada kesalahan/kerusakan/kehilangan KPE PNS di pemkot Bandar Lampung.

Bagaimana responsivitas pelayanan tersebut terhadap pengaduan Pegawai
Negeri Sipil yang masuk?
Jawab : Cukup responsive setiap pengaduan yang masuk langsung di

tindaklanjuti oleh petugas yang bersangkutan/berwenang.



Tabel 11. PENGKODEAN HASIL WAWANCARA

Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah

Fokus

Informan

Resume hasil Wawancara

Tujuan di berlakukannya
Kartu Pegawai Elektronik
pada Kota Bandar
Lampung.

. Drs. Muhammad Umar

KPE untuk Pegawai Negeri Sipil merupakan Kebijakan dari Pusat, dalam hal ini
Badan Kepegawaian Negara. Fungsi utamanya adalah sebagai Kartu ldentitas
Pegawai Negeri Sipil penganti Kartu Pegawai yang dipandang sudah ketinggalan
jaman.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Apabila kita merujuk kepada Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2008 KPE
berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian
data kepegawaian selain itu KPE berfungsi sebagai pengganti Kartu Pegawali
(KARPEG) yang selama ini berfungsi sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri
Sipil (PNS).

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Fungsi utama dari Kartu Pegawai Elektronik adalah sebagai pengganti dari Kartu
Pegawai (Karpeg), sebagai Kartu ldentitas Pegawai Negeri Sipil, disamping itu
memang KPE mempunyai fungsi perbankan dimana setiap awal bulan gaji pns
langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.

. Fariana, S.IP., M.IP.

KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan
pengendalian data kepegawaian. Pelayanan Kepegawaian tersebut antara lain :
Asuransi kesehatan, Pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta untuk
menggantikan Kartu Pegawai (karpeg) sebagai Kartu Identitas Pegawai (ID).

. Muzanni Ali, S.E.

Tujuan utama diberlakukannya KPE adalah perubahan dari Kartu Pegawali
(KARPEG) ke KPE, artinya menggunakan teknologi informasi dalam bentuk
KPE dalam pelayanan dibidang kepegawaian, selain itu juga perubahan pola
pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil melalui layanan perbankan.

. Drs. Rahmat Sutomo

Kartu Pegawai Elektronik adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan
keluarganya yang memuat data secara elektronik. Tujuan utamanya berfungsi
Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data
kepegawaian.




Implementor telah
melaksanakan prosedur
administratif sesuali
dengan ketentuan.

. Drs. Muhammad Umar

BKD sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam Implementasi KPE selalu
berupaya untuk memenuhi segala prosedur administratif sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku, selain itu BKD selalu berkoordinasi dengan BKN terkait
Juklak dan Juklis yang harus diikuti dalam implementasi KPE dalam hal ini
merujuk pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE

. Siti Supiah, S.H., M.H.

BKD selalu berkoordinasi dengan BKN dengan cara mengirimkan staf untuk
melakukan Perjalanan Dinas (SPPD) berkoordinasi dengan BKN terkait prosedur
administrative sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang
KPE.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Proses Implementasi Badan Kepegawaian Daerah selalu menunjuk kepada
Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008. Selain itu BKD selalu berkoordinasi
tentang Juklak dan Juklis kepada BKN di Jakarta.

. Fariana, S.IP., M.IP.

BKD selaku leading sector dalam implementasi KPE di Pemerintah Kota Bandar
Lampung telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan Peraturan
Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE. Dalam hal ini saya selaku
Kasubag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi langsung ke BKN untuk
melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tahapan Implementasi Kartu Pegawai
Elektronik di Kota Bandar Lampung.

. Muzanni Ali, S.E.

BKD selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta
terkait Prosedur Administrasi yang sesuai dengan peraturan kepala BKN Nomor 7
tahun 2008 tentang KPE.

. Drs. Rahmat Sutomo

Segala peraturan atau prosedur administratif sudah kami laksanakan.

PNS penerima KPE telah
mengikuti prosedur atau
persyaratan yang telah

ditentukan.

. Drs. Muhammad Umar

Surat Edaran yang kami sebarkan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sudah ada persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh PNS
dalam proses perekaman data pegawai antara lain seperti fotocopy SK pangkat
terakhir dan fotocopy KTP.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

BKN menunjuk pihak ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo untuk merekam
data PNS, dimana PNS tersebut diharuskan melengkapi dan mengikuti prosedur
atau persyaratan-persyaratan seperti fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy
KTP.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Proses pemfotoan KPE, PNS Kota Bandar Lampung harus memenuhi persyaratan
antara lain membawa Fotocopy SK Pangkat Terakhir dan Fotocopy KTP.




. Fariana, S.IP., M.IP.

PNS yang akan melakukan pengambilan data KPE diharuskan mengikuti prosedur
atau persyaratan semisal fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP
tersebut.

. Muzanni Ali, S.E.

Dalam proses pembuatan KPE, PNS diharuskan melengkapi prosedur- prosedur
seperti harus mengumpulkan SK pangkat terakhir dan foto copy KTP yang
bersangkutan.

Kendala yang dihadapi
dalam implementasi
KPE.

. Drs. Muhammad Umar

Pada dasarnya kami tidak menemui kendala yang berarti dalam proses
Implementasi KPE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, setelah
menandatanggani Memorandum Of Understanding (MOU) dengan pihak Badan
Kepegawian Negara, BKN menunjuk Pihak ke-3 selaku rekanan yaitu PT.
Sucofindo untuk melakukan proses perekaman data pegawai. Saat ini, ditahun
2014 masih ada +1500 PNS yang belum memiliki KPE, dan hal ini yang sedang
kami perjuangkan agar di tahun ini juga Pemerintah Kota Bandar Lampung
memiliki jadwal yang pasti untuk pemphotoan ulang KPE di Pemerintah Kota
Bandar Lampung pada tahun 2014.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Implementasi yang telah kami lakukan telah mencapai 80% dari + 11.000 PNS
yang ada di Kota Bendar Lampung sudah sekitar + 9000 PNS yang sudah
memiliki KPE. Kendala yang kami hadapi adalah belum adanya jadwal yang pasti
untuk pemphotoan ulang KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun
2014 ini, sehingga nasib KPE +1500 PNS belum jelas untuk memiliki KPE tahun
ini.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Kurang cakapnya pihak ke-3 dalam hal ini PT. Sucofindo sehingga menimbulkan
antrian panjang dalam pemfotoan.

. Fariana, S.IP., M.IP.

PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE
sejumlah + 1500 PNS, disamping itu BKN belum memberikan jadwal untuk
pemfotoan ulang bagi PNS kota Bandar Lampung, terlepas dari itu semua KPE
Kota Bandar lampung belum menunjuk pihak ke-3 dalam hal layanan
perbankan/pembayaran gaji PNS.

. Muzanni Ali, S.E.

Kendala yang dihadapi BKD antara lain seperti sulithya berkoordinasi dengan
dinas pendidikan terkait informasi tentang KPE sehingga banyak PNS pengguna
KPE terutama PNS Guru yang tertinggal informasi KPE.

. Drs. Rahmat Sutomo

Pada dasarnya, tidak ada kendala yang berarti yang BKN hadapi dalam
implementasi KPE, setelah diluncurkan pada tahun 2008 melalui peraturan




Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008, BKN selanjutnya mendelegasikan
implementasi KPE keseluruh Indonesia melalui Badan Kepegawaian Daerah baik
itu provinsi, kabupaten ataupun kota sebagai leading sector KPE dengan
mendatangani MoU, kalau kendala mungkin ada pada daerah masing - masing.

Frekwensi Sosialisasi
KPE kepada PNS.

. Drs. Muhammad Umar

Cara yang sudah dilakukan BKD dalam sosialisasi yang kami lakukan terkait
dengan KPE, antara lain melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang
dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandar
Lampung. Selain itu dengan membuka Loket Pelayanan Informasi Kartu Pegawai
Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan KPE, yang terbaru adalah
mensosialisasikan KPE dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang
dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandar
Lampung. Selain itu upaya kami dengan berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan,
Kepala Dinas Kesehatan yang notabene memilliki jumah Pegawai Negeri Sipil
yang banyak.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Sudah beberapa kali, waktu itu Dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian di Gedung
Sumergow.

. Fariana, S.IP., M.IP.

Upaya sosialisasi yang telah kami lakukan terkait implementasi KPE antara lain :
mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Gedung Sumergou dalam
acara Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian terkait Konversi Kartu Pegawali
(KARPEG) ke Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

. Muzanni Ali, S.E.

+ 3 kali BKD melayangkan surat pemberitahuan tentang proses pemfotoan KPE
yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

. Drs. Rahmat Sutomo

Menghubungi BKD daerah terkait agar segera melakukan sosialisasi, BKN hanya
bersifat berkoordinasi dengan BKD yang ada di provinsi, kabupaten dan kota
yang ada diseluruh Indonesia.

Peranan BKN dalam
proses Implementasi KPE
di Pemerintah Kota
Bandar Lampung.

. Drs. Muhammad Umar

Berperan dalam memberikan arahan— arahan dan petunjuk yang diberikan terkait
teknis implementasi KPE, BKN adalah tempat kami mencari solusi terkait
kendala-kendala yang kami hadapi. Selain itu BKD Kota aktif melakukan
Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke BKN untuk
melaporkan secara periodik sejauh mana perkembangan dan kemajuan serta
kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.




. Siti Supiah, S.H., M.H.

Peranan BKN sangat besar, ini terkait dengan arahan— arahan dan petunjuk yang
diberikan terkait teknis implementasi KPE, selain itu BKD Kota aktif melakukan
Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke BKN untuk
melaporkan secara periodik sejauhmana perkembangan dan kemajuan serta
kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Badan Kepegawaian Negara selalu memberikan arahan — arahan tentang hal — hal
apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi KPE.

. Fariana, S.IP., M.IP.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan
BKN di Jakarta. BKN berperan memberikan arahan— arahan pada hal apa saja
yang harus dilakukan BKD kota terkait implementasi KPE. BKN juga berperan
aktif dengan melakukan kunjungan ke Kota Bandar Lampung.

. Muzanni Ali, S.E.

Saya agak kurang memahami bagaimana proses koordinasi dengan pihak BKN,
mungkin untuk lebih detailnya bisa anda tanyakan kepada KASUBAG
Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi BKD karena disini saya selaku
KASUBAG Umum kurang terlibat jauh.

. Drs. Rahmat Sutomo

BKN berkoordinasi dengan daerah untuk melakukan proses implementasi dengan
cara mengadakan jadwal pengambilan data PNS, dalam hal ini Foto PNS dan
sidik jari PNS sebagai bahan untuk pembuatan KPE PNS.

Proses pengarahan yang
dilakukan oleh Badan
Kepegawaian Negara
(BKN) kepada
Pemerintah Kota Bandar
Lampung.

. Drs. Muhammad Umar

Berbagai kendala yang kami hadapi saat proses implementasi selalu kami
konsultasikan kepada pihak Badan Kepegawaian Negara, misalnya saja terkait
penunjukan layanan perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji setelah
berkoordinasi dengan BKN, Pihak BKN menyerahkan otoritas untuk penunjukan
Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Pihak BKN menyerahkan Otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada
Pemerintah Kota Bandar Lampung, tinggal bagaimana kemauan dari Pucuk
Pimpinan (Walikota), dalam hal ini kami selaku bawahan menunggu apa
kebijakan dari Atasan.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Bermanfaat, tetapi dalam hal penunjukan pihak ke-3 BKN menyerahkan
sepenuhnya otorisasi penunjukan pihak ke-3 Layanan Perbankan kepada
Pemerintah Kota Bandar lampung dalam hal ini Walikota Bandar Lampung.

. Fariana, S.IP., M.IP.

Saya langsung berkoordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta.
Pihak BKN menyerahkan sepenuhnya otoritas penunjukan pihak ke-3 kepada




Pemerintah Kota Bandar Lampung, hal ini karena pihak BKN tidak ada dasar
untuk memaksakan Layanan Perbankan harus dilakukan oleh bank tertentu.

. Muzanni Ali, S.E.

BKN rutin melakukan kunjungan kerja ke BKD Kota Bandar Lampung utuk
melihat sejauh mana proses pemfotoan KPE berlangsung.

. Drs. Rahmat Sutomo

Ya tentu saja.

Proses Kerjasama BKD
Kota Bandar Lampung
dengan pihak ke-3.

Drs. Muhammad Umar

Perekaman data KPE pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Ada 3 Bank yang
menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin tiga
bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan
pada KPE. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan
merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi
Pembayaran Gaji bertempat di Gedung Sumergow Pemerintah Kota Bandar
Lampung.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Kota Bandar Lampung belum melakukan kerja sama dengan Pihak Ke-3 terkait
dengan pemfungsian KPE yaitu Fungsi Perbankan. Pada Tahun 2010 memang ada
tawaran dari pihak Bank Lampung, BNI dan BRI untuk menfungsikan Layanan
Perbankan KPE, tetapi itu terhenti semenjak adanya pergantian walikota dari
Bapak Edi Sutrisno kepada Bapak Herman H.N. setelah itu BKD diperintahkan
untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandar Lampung.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Ada 3 bank yang telah mengajukan penawaran kerja sama layanan perbankan
antara lain bank Lampung, BNI dan BRI, bahkan Bank Lampung sudah
melakukan expose di gedung tapis menyatakan kesiapannya, selanjutnya proses
ini terhenti ketika terjadi pergantian Walikota ke Bapak Herman HN.

. Fariana, S.IP., M.IP.

KPE pertama kali dilakukan perekaman data pada tanggal 12-23 Oktober 2009.
BKD selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin
kerjasama dengan tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk
mengaktifkan Layanan Perbankan pada KPE. Sudah ada 3 Surat Permohonan
yang intinya mengajak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkerja sama
dalam peng-aktifan Layanan Perbankan, yang pertama dari Bank Lampung
tertanggal 18 November, Perihal Mohon Penandatangganan Surat Perjanjian
Kerja sama tentang KPE, kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 5
Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Payroll dan Kartu Pegawai
Elektronik (KPE). Ketiga dari Bank Nasional Indonesia (BNI) tertanggal 15




Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Kartu Pegawai Elektronik
(KPE) bagi PNS. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons
dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam
Otentikasi Pembayaran Gaji melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian
Daerah tertanggal 14 Januari 2010. Akan tetapi semenjak pergantian Walikota ke
Bapak Herman H.N proses ini terhenti. BKD sudah melakukan telaah staf ke
Walikota Bandar Lampung untuk segera melakukan kerjasama dengan pihak ke-3
terkait fungsi KPE dan hasilnya BKD diperintahkan untuk membagikan KPE
kepada seluruh PNS tanpa adaya layanan perbankan dalam KPE.

5. Muzanni Ali, S.E.

Sampai dengan saat ini pemerintah Bandar Lampung belum melakukan kerja
sama dengan pihak ke-3.

6. Drs. Rahmat Sutomo

Kota Bandar Lampung memang belum memfungsikan layanan KPE, misalnya
saja Layanan Gaji atau perbankan dan kesehatan. Sudah beberapa kali BKD Kota
Bandar Lampung berkoordinasi tentang ini, tetapi memang kewenangan BKN
hanya sebatas itu, tidak ada ketentuan yang bisa memaksa semua layanan KPE
untuk diterapkan. Semua tergantung dari kebijakan pimpinan (Walikota).

Kendala-Kendala yang
dihadapi dalam
Kerjasama dengan pihak
ke-3.

1. Drs. Muhammad Umar

Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah
Provinsi Lampung terkait Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaiji.
Pihak Provinsi Lampung melalui Surat Gubernur Nomor 800/3201/11.12/2009
merekomendasikan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk otentikasi
pembayaran gaji, tetapi kami masih melihat bagaimana kesiapan Bank Pemerintah
Daerah (Bank Lampung) untuk melakukan otentikasi layanan perbankan bagi
PNS Kota Bandar Lampung, kita sama-sama mengetahiu bagaimana kemampuan
BPD, misalnya saja jumlah ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan
sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan
terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya
ATM vyang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa
mempermudah layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji PNS
bukan justru menimbulkan masalah baru.

2. Siti Supiah, S.H., M.H.

Pihak ke-3 memberikan respon positif terkait rencana kerjasama untuk
memfungsikan layanan perbankan KPE, hal ini bisa dilihat dari Surat Penawaran
Kerja Sama yang diajukan oleh pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar
Lampung terkait layanan KPE.




. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Pihak ke-3 sudah menyatakan kesanggupannya dalam memenuhi Layanan
Perbankan tetapi pihak Pemerintah Kota belum ingin melaksanakannya.

. Fariana, S.IP., M.IP.

Pihak ke-3 menyambut dengan tangan terbuka apabila Pemerintah Kota Bandar
Lampung ingin memfungsikan Layanan Perbankan KPE bahkan Bank Lampung,
BNI dan BRI sudah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Layanan
Perbankan KPE.

. Muzanni Ali, S.E.

Kendala yang kami hadapi saat ini mungkin kurangnya inisiatif dari atasan dalam
hal ini walikota Bandar Lampung untuk segera menunjuk pihak ke-3.

. Drs. Rahmat Sutomo

Jika memang kebijakan dari pimpinan (Walikota) ingin menerapkan KPE hanya
sebagai Kartu ldentitas Pegawai Negeri Sipil, BKN tidak bias berbuat banyak,
hanya sebatas menyarankan untuk memanfaatkan layanan perbankan untuk
meningkatkan layanan di bidang kepegawaian.

10

Frekwensi distribusi KPE
yang sudah jadi oleh
BKN.

. Drs. Muhammad Umar

Tiga Kali

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Sudah tiga Kali.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

Tiga kali di distribusikan dari BKN

M.M.
. Fariana, S.IP., M.IP. Tiga Kali
. Muzanni Ali, S.E. Tiga Kali

. Drs. Rahmat Sutomo

Untuk Kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang kami punya sudah 3 kali
dengan jumlah KPE 9.361 Kartu.

11

Fungsi KPE sudah sesuai
dengan peruntukannya.

Drs. Muhammad Umar

Sebagai penganti dari Kartu Pegawai (KARPEG) tentu saja sudah sesuai, kedepan
Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya untuk menjalin kerja sama dengan
pihak ke-3 dalam Otentikasi Layanan Perbankan.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Berdasarkan Peraturan Kepada BKN Nomor 7 tahun 2008, sejauh ini pada
Pemerintah Kota Bandar Lampung KPE sebagai pengganti Kartu Identitas
Pegawai Negeri Sipil yaitu KARIS, KARPEG, KARSU.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Fungsi utamanya sebagai Konversi Karpeg ke KPE sudah tercapai walaupun
Fungsi Perbankan sampai saat ini belum maksimal.

. Fariana, S.IP., M.IP.

KPE sebagai pengganti kartu identitas PNS (KARPEG). Walaupun masih banyak
fungsi dari KPE yang belum maksimal tapi Pemerintah Kota Bandar Lampung
masih optimis untuk memfungsikanya.

. Muzanni Ali, S.E.

Fungsi utama kartu pegawai elektronik sebagian besar belum termanfaatkan




dengan maksimal, selama ini yang hanya sebatas pengganti Kartu Pegawai
(KARPEG) sebagai kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.

6. Drs. Rahmat Sutomo e Tentu saja, beberapa daerah sudah melaksanakannya sebut saja DKI Jakarta.
12 | Tujuan KPE sudah 1. Drs. Muhammad Umar | ¢ Sebagai Konversi dari Karpeg.
tercapai. 2. Siti Supiah, S.H., M.H. | ¢« Walaupun belum terlaksana sepenuhnya, minimal KPE sebagai Konversi dari

Karpeg sudah berjalan.

3. Dra. Rining Sri Hastuti, | ¢ Bisa dikatakan demikian.

M.M.

4. Fariana, S.IP., M.IP. e Sebagai pengganti KARPEG sudah tercapai walaupun fungsi Layanan Perbankan
dan Layanan kesehatan masih dalam usaha kesana.

5. Muzanni Ali, S.E. e Sepertinnya masih belum tercapai.

6. Drs. Rahmat Sutomo e Sudah, walau belum seluruhnya dan hanya di sebagian daerah.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

Fokus

Informan

Resume hasil Wawancara

Sumber Daya yang ada
sudah mendukung
Kebijakan KPE.

1

. Drs. Muhammad Umar

Sudah mendukung, baik dalam Sumber Daya Manusia (PNS) dan didukung
sumber daya teknologi yang canggih.

2. Siti Supiah, S.H., M.H. | ¢ Saja sudah cukup, Badan Kepegawaian Daerah memiliki Sumber Daya Manusia
(PNS) yang cakap dan didukung sumber daya teknologi yang canggih.

3. Dra. Rining Sri Hastuti, | ¢ Tentu saja baik SDM dalam hal ini PNS dan teknologinya.

M.M.

4. Fariana, S.IP., M.IP. e Sudah cukup untuk mengimplementasikan KPE, lagi pula BKD hanya
menyiapkan tempat dan undangan untuk pelaksanaan pemfotoan KPE, terkait
dengan SDM, Staff BKD sudah cukup menguasai teknologi informasi (computer).

5. Muzanni Ali, S.E. e Sudah cukup. Sumber daya yang ada di BKD baik itu manusianya maupun
teknologi-nya sudah cukup memadai.

6. Drs. Rahmat Sutomo e lyasudah.




Kesiapan/kemampuan
Sumber Daya Manusia
(PNS) dalam proses
Implementasi Kartu
Pegawai Elektronik
(KPE).

. Drs. Muhammad Umar

Sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) BKD sudah memahami Tuposi-
nya. Selain itu dalam proses perekaman data pegawai dilakukan oleh pihak ke-3
yaitu PT. Sucofindo.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Sumber Daya Manusia (PNS) BKD memiliki kemampuan dalam implementasi
KPE. PNS BKD sudah didukung oleh sebagian besar lulusan S1 sampai S2.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

SDM vyang ada di BKD sudah cukup baik karena didukung oleh lulusan S1 dan
S2.

. Fariana, S.IP., M.IP.

Staff BKD sudah didukung lulusan S1 dan S2.

. Muzanni Ali, S.E.

Sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) di BKD sudah di dukung oleh
lulusan perguruan tinggi sampai dengan lulusan Magister atau S2.

. Drs. Rahmat Sutomo

Kota Bandar Lampung tentu saja kami pandang mampu mengimplementasikan
KPE. BKN dalam proses implementasi KPE menunjuk pihak ke-3 sebagai
rekanan dalam melakukan perekaman data PNS seluruh Indonesia.

Proses Alokasi Sumber
Dana dalam kebijakan
Implementasi Kartu
Pegawai Elektronik
(KPE) di Pemerintah
Kota Bandar Lampung.

Drs. Muhammad Umar

Implementasi KPE di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
yang berinduk pada APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung implementasi KPE dengan
menganggarkan dalam APBD tahun berjalan dari tahun 2008 — 2014 ini, yang
terinci dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Sudah dianggarkan pada DPA BKD kota tiap tahunnnya

. Fariana, S.IP., M.IP.

Alokasi sumber dana selama ini pemerintah menganggarkan melalui APBD kota
Bandar lampung yang dibebankan pada Dokumen Perencanaan dan Anggaran
(DPA) Badan Kepegawaian Daerah tiap tahunnnya.

. Muzanni Ali, S.E.

Sudah dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah tiap tahunnnya.

. Drs. Rahmat Sutomo

Semenjak tahun 2008, Badan Kepegawaian Negara sudah meralokasikan dana
dalam APBN untuk pembiayaan implementasi KPE di seluruh Indonesia.

Badan Kepegawaian
Daerah sudah melakukan
sosialisasi tentang Kartu
Pegawai Elektronik
(KPE) kepada PNS.

. Drs. Muhammad Umar

Sosialisasi kami lakukan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di
Gedung Sumergow dan dengan membuka Loket Pelayanan Informasi KPE pada
BKD Kota Bandar Lampung.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Melakukan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow
pada tahun 2009 & 2010 mensosialisasikan KPE keseluruh Kepala SKPD.




. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Seingat saya dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan melalui Loket Pelayanan.

. Fariana, S.IP., M.IP.

Melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian serta melalui surat
kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jadwal pemfotoan
KPE dan melalui Loket Pelayanan Informasi KPE yang ada di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandar lampung.

. Muzanni Ali, S.E.

Kita lakukan melalui surat yang kita kirim melalui satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

. Drs. Rahmat Sutomo

Melalui Badan Kepegawaian Daerah yang ada di provinsi, kabupaten ataupun
kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Cara implementor dalam
melaksanakan sosialisasi
KPE kepada PNS.

. Drs. Muhammad Umar

Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan mensosialisasikan apa itu KPE, Fungsi
dari KPE. Selanjutnya bersurat kepada seluruh SKPD terkait jadwal pemfotoan
dan yang ketiga dengan membuka Loket Pelayanan Informasi KPE yang ada dan
Badan Kepegawaian Daerah.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Melakukan Rakor Kepegawaian yang dihadiri seluruh kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), kedua bersurat kepada seluruh SKPD terkait jadwal
pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka Loket Pelayanan Informasi KPE
yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Pertemuan dan Rapat- Rapat serta Surat Edaran ke Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).

. Fariana, S.IP., M.IP.

Melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian serta melalui surat
kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jadwal pemfotoan
KPE dan melalui Loket Pelayanan Informasi KPE yang ada di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandar lampung.

. Muzanni Ali, S.E.

Melalui surat yang Kita kirim melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang
ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

. Drs. Rahmat Sutomo

Melalui internet, bisa dilihat di web sites BKN.

Media yang digunakan
oleh Pemerintah Kota
Bandar Lampung dalam
menyosialisasi Kartu
Pegawai Elektronik

. Drs. Muhammad Umar

Rapat Koordinasi Kepegawaian, Surat Edaran, Loket Pelayanan Informasi KPE.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Rapat Koordinasi Kepegawaian Surat Edaran dan Loket Pelayanan Informasi
KPE.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Rapat Koordinasi Kepegawaian,
Surat Edaran,




(KPE).

Loket Pelayanan Informasi KPE.

. Fariana, S.IP., M.IP.

Melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian, selanjutnya melalui surat
resmi yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung terkait
jadwal pemfotoan dan melalui Loket Pelayanan di Bidang Kepegawaian.

. Muzanni Ali, S.E.

Surat dan Loket Pelayanan Informasi tentang KPE selain itu juga melalui Rapat
Koordinasi (Rakor) Kepegawaian untuk mensosialisasikan KPE kepada PNS.

. Drs. Rahmat Sutomo

Terkendala anggaran, sehingga penerapan KPE se-Indonesia dilaksanakan secara
bertahap.

Hambatan dan kendala
Teknis yang di hadapi
dalam proses
Implementasi Kartu
Pegawai Elektronik
(KPE).

Drs. Muhammad Umar

Kendala teknis yang kami hadapi adalah alat atau perlengkapan yang disediakan
oleh PT. Sucofindo untuk merekam data pegawai sering terjadi error atau
kerusakan yang menyebabkan terjadinya antrian panjang dalam proses perekaman
data PNS.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Kurang profesionalnya pihak ke-3 atau rekanan yang di tunjuk BKN, dalam hal
ini pihak PT. Sucofindo. Terbatasnya personal sehingga membuat proses
pemfotoan KPE menjadi sedikit terhambat (Antrian Panjang).

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Masih banyak PNS yang kurang informasi terkait KPE.

. Fariana, S.IP., M.IP.

Secara teknis pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo kurang professional dalam
menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan protes dan complain dari PNS
yang melakukan pemfotoan KPE.

. Muzanni Ali, S.E.

Kurang profesional nya pihak skofindo yang menjadi rekanan BKN dalam
implementasi KPE di kota Bandar Lampung.

. Drs. Rahmat Sutomo

Teknologi sudah sesuai spesifikasi yang kami harapkan dan pihak rekanan yaitu
PT. Sucofindo sudah memenubhi itu.

Kesiapan Teknis
(Teknologi) dalam proses
Implementasi Kartu
Pegawai Elektronik
(KPE).

. Drs. Muhammad Umar

Secara teknis BKD Kota Bandar Lampung mengkoordinasikan kepada seluruh
SKPD melalui Surat Edaran Walikota terkait jadwal perekaman data PNS.
Selanjutnya BKD menyiapkan lokasi untuk perekaman data PNS oleh pihak Ke-3
(rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

BKD Kota Bandar Lampung hanya menyiapkan lokasi dan undangan kepada
PNS untuk diambil datanya, terkait teknologi pihak BKN menunjuk pihak Ke-3
(rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

Proses pemfotoan dilakukan oleh pihak ke-3 yang ditunjuk BKN yaitu PT.




M.M.

Sucofindo jadi kesiapan teknis dalam hal ini teknologi cukup baik.

. Fariana, S.IP., M.IP.

Pelaksanaan pemfotoan KPE, kesiapanteknis (teknologi) disiapkan oleh rekanan
BKN vyaitu PT. Sucopindo, BKD hanya menyiapkan tempat/lokasi dan undangan
pemfotoan bagi PNS.

. Muzanni Ali, S.E.

Semua proses pemfotoan dilakukan oleh PT. Sucofindo.

. Drs. Rahmat Sutomo

lya tentu saja.

PNS dapat dengan mudah
mengakses informasi
tentang KPE.

. Drs. Muhammad Umar

Loket Pelayanan Informasi Kepegawaian tentang KPE sudah kami sediakan pada
Badan Kepegawaian Daerah, sehingga PNS yang membutuhkan informasi
tentang KPE bisa memanfaatkannya.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

Badan Kepegawaian Daerah membuka Loket Pelayanan KPE yang bisa di akses
pada jam-jam kerja. PNS yang membutuhkan informasi tentang KPE bias
memanfaatkannya.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Adanya loket pelayanan kepegawaian dapat dengan mudah memberikan informasi
KPE.

. Fariana, S.IP., M.IP.

Sejak tahun 2011 BKD membuka loket khusus untuk memberikan informasi
terkait Kartu Pegawai Elektronik (KPE) sehingga PNS bias dengan mudah
memperoleh informasi.

. Muzanni Ali, S.E.

PNS yang bersangkutan datang langsung ke BKD, Staff BKD akan memberikan
informasi yang dibutuhkan.

. Drs. Rahmat Sutomo

lya, melalui Loket Pelayanan Infomasi Kepegawaian.

10

Pelayanan informasi
di BKD tentang KPE.

Drs. Muhammad Umar

Staf BKD siap memberikan penjelasan informasi tentang KPE pada Loket
Pelayanan Infomasi KPE pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar
Lampung.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

BKD membuka Loket Pelayanan Infomasi KPE.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

BKD menyediakan Loket Pelayanan Infomasi KPE.

. Fariana, S.IP., M.IP.

BKD menyiapkan loket pelayanan infomasi tentang KPE.

. Muzanni Ali, S.E.

BKD menyediakan loket pelayanan infomasi KPE.
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Pelayanan Sudah
dimanfaatkan dengan
Baik.

Drs. Muhammad Umar

Pada jam-jam kerja banyak PNS yang memanfaatkan Loket Pelayanan Informasi
Kepegawaian dengan menanyakan terkait jadwal pemfotoan, kehilangan KPE dan
kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE.




2. Siti Supiah, S.H., M.H.

Banyak PNS yang menanyakan terkait jadwal pemfotoan, kehilangan KPE dan
kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE ke Loket Pelayanan KPE.

3. Dra. Rining Sri Hastuti,
M.M.

Beberapa PNS setiap harinya menanyakan Informasi KPE, semisal kapan jadwal
pemfotoan KPE.

4. Fariana, S.IP., M.IP.

Banyak PNS yang memanfaatkannya misalnya saja menanyakan kapan jadwal
foto KPE, selanjutnya juga ada yang menanyakan bagaimana apabila ada
kesalahan penulisan Nama dan NIP dalam KPE.

5. Muzanni Ali, S.E.

Banyak PNS menanyakan informasi tentang KPE ke BKD.
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Political Will Kepala
Daerah (Walikota), dalam
Implementasi  Kebijakan
KPE Pemerintah Kota
Bandar Lampung.

1. Drs. Muhammad Umar

Pada dasarnya KPE merupakan kebijakan dari pusat dalam hal ini Badan
Kepegawaian Negara (BKN), sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Kota Bandar Lampng harus mendukung dan menyukseskan agenda
kebijakan nasional yang digulirkan oleh Badan Kepegawaian Negara salah
satunya kebijakan tentang KPE. Tentu saja Pemerintah Kota Bandar Lampung
kedepan terus mengupayakan agar KPE tidak hanya berfungsi sebagai Konversi
dari Kartu Pegawai yang berfungsi sebagai Kartu Identitas PNS, tetapi juga bisa
digunakan dalam meningkatkan layanan kepegawaian melalui Layanan Perbankan
atau pembayaran gaji PNS. Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan
mendukung pihak perbankan dalam hal ini Bank Pemerintah Daerah (Bank
Lampung) untuk bisa melaksankan Layanan Perbankan dalam otentikasi
pembayaran gaji PNS dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama. Persoalannya
hari ini adalah, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mempertimbangkan
dengan seksama bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung)
untuk melakukan Layanan Perbankan bgi PNS Kota Bandar Lampung, kita sama-
sama mengetahiu bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah ATM yang
dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal
bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung
yang dikarenakan terbatasnya ATM yang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap
kebijakan ini bisa mempermudah layanan kepegawaian bagi PNS dalam
pembayaran gaji bukan justru menimbulkan masalah baru.

2. Siti Supiah, S.H., M.H.

Sesuai dengan disposisi dari bapak Walikota Bandar Lampung, KPE dibagikan
dan digunakan hanya sebatas pengganti (konversi) karpeg ke KPE.

3. Dra. Rining Sri Hastuti,
M.M.

Keinginan Walikota hanya memfungsikan KPE sebagai Kartu ldentitas PNS
pengganti KARPEG.




4. Fariana, S.IP., M.IP.

Sesuai dengan hasil telaah staff yang kami lakukan disposisi Bapak Walikota,
KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti (Konversi) Kartu Pegawai
ke KPE.

5. Muzanni Ali, S.E.

Walikota memerintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS kota
Bandar Lampung.
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Langkah-langkah atau
upaya-upaya yang
dilakukan Kepala Daerah
(Walikota) dalam
menyukseskan
Implementasi Kebijakan
KPE.

1. Drs. Muhammad Umar

Yang pertama harus dilakukan adalah membangun komunikasi kembali dengan
Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini Bank Lampung dalam hal implementasi
layanan perbankan otentikasi pembayaran Gaji PNS Kota Bandar Lampung, kita
akan melihat sejauh mana kesiapan BPD dalam hal teknis pembayaran gaji PNS,
Jumlah ATM misalnya. Selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandar Lampung terkait memfungsikan KPE dalam layanan perbankan.
Koordinasi juga harus dilakukan dengan Bagian Keuangan terkait teknis
pelaksanaannya dan yang terakhir adalah kembali melakukan sosilisasi kepada
seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Siti Supiah, S.H., M.H.

Dalam waktu dekat ini BKD akan melakukan pemfotoan ulang bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE.

3. Dra. Rining Sri Hastuti,
M.M.

Melakukan pemfotoan secepatnya agar semua PNS kota Bandar Lampung
memiliki KPE.

4. Fariana, S.IP., M.IP.

Berdasarkan hasil Perjalanan Dinas awal bulan ini, Kota Bandar Lampung segera
melakukan pengambilan data atau foto ulang bagi PNS yang ada di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE.

5. Muzanni Ali, S.E.

Segera menyelesaikan proses pemfotoan KPE bagi PNS yang belum memiliki
KPE.
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Tindakan/respon dari
Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandar
Lampung terkait kurang
maksimalnya fungsi dari
Kartu Pegawai
Elektronik.

1. Drs. Muhammad Umar

Upaya yang kami lakukan adalah dengan cara berkoordinasi dengan Badan
Kepegawaian Negara terkait upaya untuk memaksimalkan implementasi KPE
dilingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Siti Supiah, S.H., M.H.

Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara

3. Dra. Rining Sri Hastuti,
M.M.

Melakukan koordinasi dengan BKN.

4. Fariana, S.IP., M.IP.

Rutin berkoordinasi dengan BKN terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk
memaksimalkan KPE, kami pun selalui mengikuti dan bertukar fikiran dengan




beberapa daerah yang ada di provinsi Lampung seperti Kota Metro terkait
pelaksanaan KPE.

. Muzanni Ali, S.E.

Berkoordinasi dengan BKN dan menyelesaikan proses pengambilan data bagi
PNS yang belum memiliki KPE.
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Responsivitas PNS Kota
Bandar Lampung
terhadap pelaksanaan
Kebijakan Kartu Pegawai
Elektronik.

. Drs. Muhammad Umar

Hampir selurun PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
mendukung kebijakan ini dengan melakukan proses perekaman data Pegawai.

. Siti Supiah, S.H., M.H.

PNS kota menyambut dan mendukung kebijakan ini, proses pemfotoan dihadiri
banyak PNS dan PNS yang memiliki kendala KPE seperti belum memiliki KPE
selalu menanyakan jadwal pemfotoan KPE.

. Dra. Rining Sri Hastuti,

M.M.

Pada dasar nya menyambut baik adanya KPE.

. Fariana, S.IP., M.IP.

PNS Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan konversi KPE sebagai Kartu
Identitas pengganti KARPEG, walaupun sebagian besar masih sedikit bingung
tentang fungsi dari KPE tersebut.

. Muzanni Ali, S.E.

Cukup antusias, bisa dilihat dari proses pemfotoan KPE yang dihadiri banyak
PNS di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung.




Fokus pada PNS penerima KPE

Fokus

Informan

Resume hasil Wawancara

Dukungan PNS terhadap
usaha yang dilakukan

1.

Sri Rohatinah

Tentu saja, saya sebagai PNS Kota Bandar Lampung saya wajib dan
mendukung semua kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Bandar Lampung.

oleh Pemerintah Kota 2. Rio Jayana Putra e Sangat setuju dengan adanya KPE namun tidak turut mendukung pada
Bandar Lampung dalam implementasinya, karena tidak di ikut sertakan dalam kegiatan tersebut.
Implementasi Kartu 3. Fitra Handayani, S.E., M.M. |e Ya mendukung.

Pegawai Elektronik

(KPE).

2 | Usaha yang PNS lakukan | 1. Sri Rohatinah e Memenuhi undangan untuk hadir dalam acara pemotretan KPE yang
guna menyukseskan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dengan membawa
kebijakan implementasi S.K pangkat terakhir dan foto copy KTP.

KPE. 2. Rio Jayana Putra o --
3. Fitra Handayani, S.E., M.M. | e Melakukan foto Kartu Pegawai Elektronik di bagian Humas Pemerintah Kota
Bandar Lampung dengan membawa foto copy SK pangkat terakhir.

3 | Frekwensi KPE 1. Sri Rohatinah e KPE didistribusikan pada tahun 2010 dan saya langsung medapatkan KPE
didistribusikan oleh bewarna kuning dari Badab Kepegawaian Negara (BKN).
Badan Kepegawaian 2. Rio Jayana Putra e Sudah satu kali itu pun sebelum saya menjadi PNS.
Daerah. 3. Fitra Handayani, S.E., M.M. | e Satu kali.

4 | Fungsi dari KPE di 1. Sri Rohatinah e Sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.

Bidang Kepegawaian. 2. Rio Jayana Putra e KPE pengganti KARPEG, KARIS dan KARSU.
3. Fitra Handayani, S.E., M.M. | e Penganti Kartu Pegawai.
5 | Apa saja fungsi dari KPE. | 1. Sri Rohatinah e Sebagai Kartu ldentitas Pegawai Negeri Sipil.
2. Rio Jayana Putra e Sebagai Kartu ldentitas dari PNS, dikemudian hari akan dapat di jadikan
ATM (Kartu) yang berguna untuk pengambilan gaji. Dimungkinkan untuk
menjadi Kartu Multi Fungsi yaitu sebagai Kartu Identitas, Kartu ATM, Kartu
Asuransi (ASKES). Media penyimpanan/Database informasi kepegawaian.
3. Fitra Handayani, S.E., M.M. | e Sebagai Kartu Identitas PNS.
6 | Tingkat pelaksanaan 1. Sri Rohatinah e Belum terasa manfaatnya.
Kebijakan Kartu Pegawai | 2. Rio Jayana Putra e Belum terlaksana.




Elektronik dalam
meningkatkan pelayanan
dibidang kepegawaian

3. Fitra Handayani, S.E., M.M.

e Tingkat pelaksanaan masih rendah.

dilakukan Pemerintah
Kota Bandar Lampung
dalam meningkatkan
layanan Kartu Pegawai
Elektronik (KPE)?

7 | Tingkat kelayakan Kartu | 1. Sri Rohatinah o KPE masih layak sebagai pengganti Kartu Pegawai.
Pegawai Elektronik 2. Rio Jayana Putra e Belum tahu karena belum memiliki.
sebagai salah satu upaya |3, Fitra Handayani, S.E., M.M. | e Sudah cukup layak apabila penggunaan kartu sudah di fungsikan secara
dalam meningkatkan maksimal.
layanan kepegawaian.
8 | Upaya yang harus 1. Sri Rohatinah e Bagi teman-teman yang belum memiliki kartu KPE untuk segera melakukan

pemotoan KPE.

2. Rio Jayana Putra

e Pemerataan pendistribusian KPE keseluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kota Bandar Lampung, menyediakan MOU dengan Bank yang ditunjuk
untuk segera tercapainya fungsi dari KPE tersebut.

3. Fitra Handayani, S.E., M.M.

e Menyediakan sarana dan prasarana pendorong layanan KPE.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

Fokus

Informan

Resume hasil Wawancara

Sosialisasi tentang Kartu
Pegawai Elaktronik
(KPE) kepada Pegawai

1. Sri Rohatinah

e Kurang tahu.

2. Rio Jayana Putra

e Semenjak saya menjadi pegawai pada tahun 2011, saya belum merasakan
adanya sosialisasi oleh BKD kota Bandar Lampung.

sosialisasi KPE.

Negeri Sipil. 3. Fitra Handayani, S.E., M.M. |e Sudah.
2 | Cara Implementor (BKD) | 1. Sri Rohatinah e Melalui surat yang masuk ke SKPD masing—masing.
melakukan sosialisasi 2. Rio Jayana Putra e Tidak tahu.
KPE k_epao!a Pegawali 3. Fitra Handayani, S.E., M.M. | e Dengan mengundang PNS kota Bandar Lampung untuk diberikan sosialisasi
Negeri Sipil. tentang KPE di Gedung Semergou.
3 | Kendala apa saja yang 1. Sri Rohatinah e Kurang tahu.
muncul dalam proses 2. Rio Jayana Putra e Tidak tahu.

3. Fitra Handayani, S.E., M.M.

o Lokasi tempat sosialisasi yang terbatas.




Kapan sosialisasi Kartu 1. Sri Rohatinah Gedung Semergo dan Gedung Tapis Berseri.
Pegawai Elektronik 2. Rio Jayana Putra Tidak tahu.
dilakukan oleh 3. Fitra Handayani, S.E., M.M. Gedung Semergo Kompleks Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2009.
implementor (BKD).
Pelayanan informasi 1. Sri Rohatinah Ada di BKD kota Bandar Lampung.
tentang Kartu Pegawai 2. Rio Jayana Putra Ada Loket Pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
Elektronik yang menyediakan informasi tentang KPE.
3. Fitra Handayani, S.E., M.M. Ada.
Apakah pelayanan 1. Sri Rohatinah Saya pernah menemani teman saya yang KPE-nya terjadi kesalahan penulisan
tersebut sudah NIP dan mendatangi Loket Pelayanan KPE yang ada di BKD kota Bandar
dimanfaatkan oleh Lampung.
Pegawai Negeri Sipil. 2. Rio Jayana Putra lya beberapa teman saya telah menanyakan informasi Kartu Pegawai
Elekronik (KPE) ke BKD Kota Bandar Lampung.
3. Fitra Handayani, S.E., M.M. Bagi PNS vyang ingin mengetahui tentang KPE ataupun bila ada
kesalahan/kerusakan/kehilangan KPE PNS di pemkot Bandar Lampung.
Responsivitas pelayanan | 1. Sri Rohatinah Staff di BKD bias menjelaskan permasalahan tentang KPE dan solusinya.
tersebut terhadap 2. Rio Jayana Putra Kurang tahu.
pengaduan Pegawali 3. Fitra Handayani, S.E., M.M. Cukup responsive setiap pengaduan yang masuk langsung di tindaklanjuti
Negeri Sipil oleh petugas yang bersangkutan/berwenang.




Tabel 12. Triangulasi Sumber Hasil Reduksi Data

Fokus Masalah

Triangulasi Sumber Data

Wawancara Observasi Dokumentasi
1. | Aspek Pelaksanaan  perekaman  data  pegawai | Pihak ke-3, yaitu PT. Sucofindo kurang | Diperoleh:
Implementator | dilakukan oleh Rekanan pihak-ke3 yaitu PT. | memiliki persiapan yang cukup dalam proses | 1. Daftar Komplain dari
(Badan Sucofindo. Badan Kepegawaian Daerah | perekaman data yaitu kurangnya Personil dan PNS yang tidak
Kepegawaian melakukan Sosialisasi kepada selurun SKPD | alat-alat dalam proses perekaman data yang melakukan proses
Daerah) yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah | menyebabkan antrian panjang PNS. perekaman data PNS.
Kota Bandar Lampung melalui Rapat | Proses sosialisasi terhenti hanya pada Kepala
Koordinasi Kepegawaian serta mengirimkan | SKPD yang menghadiri sosialisasi KPE,
Surat Edaran Walikota Bandar Lampung untuk | Kepala SKPD tidak melanjutkan sosialisasi
melakukan perekaman data PNS guna | kepada seluruh  bawahannya, sehingga
pembuatan KPE. menyebabkan banyak PNS vyang kurang
memahami Fungsi KPE dan tidak menghadiri
acara perekaman data PNS dikarenakan
kurangnya informasi.
2. | Aspek Pegawai | Pegawai Negeri Sipil pemerima manfaat Kartu | Ada pengembangan data terdapat Pegawai | Diperoleh:

Negari Sipil
Penerima
Manfaat KPE

Pegawai Elektronik berjumlah 11.480 PNS.
Setelah dilakukan pendataan ulang terdapat
sejumlah 1.200 PNS yang belum memiliki
KPE. Jadwal perekaman data ulang akan
dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah
pada bulan Agustus 2014.

Negeri Sipil yang sudah memiliki KPE tetapi
terdapat kesalahan penulisan Nama, NIP, dan
Photo. PNS-PNS tersebut mendatakan dirinya
ke Badan Kepegawaian Daerah untuk
melakukan perekaman data ulang.

1. Daftar nama PNS yang
belum memiliki KPE.

2. Daftar nama PNS yang
terdapat kesalahan
penulisan Nama, NIP,
dan Photo.

3. | Aspek Sumber
Daya,
Komunikasi,
dan Informasi

Penggunaan Sumber daya dilakukan secara
efektif, misalnya saja dengan melakukan
Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melakukan
Koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian
Negara di Jakarta. Komunikasi juga berjalan
dengan intensif antara PNS pengguna KPE dan
BKD selaku pemberi layanan informasi melalui
Loket Pelayanan Informasi Kepegawaian pada
kantor BKD Kota.

Pelayanan Informasi KPE kepada PNS
dilakukan setiap hari pada jam-jam Kkerja.
BKD mendata semua komplain PNS, baik
yang belum memiliki KPE, KPE hilang,
kesalahan penulisan Nama, NIP PNS, dan
Photo yang salah.

Tidak ada




Tabel 13 Tabulasi Analisis Data

Tabulasi analisis data Fokus pada Aspek Implementator (Badan Kepegawaian Daerah)

No. Teknik Pengumpulan Data Teori/Konsep Kesimpulan/Core Finding
Aktor/Penyelenggara Negara Konversi Data/Interpretasi
1. Dimensi pada Fokus pada Aspek | Dimensi kesesuaian | Berikut  ini  poin-poin
zrazall\gug:drg??gegergz\r/vaian Daerah Implementator prosedur administratif dan | penting yang ditemukan
Kota Bandar Lampung a. P(_engetahuan Implementor ketepatan waktu pelak- | dalam penelitian:
Tingkat pemahaman Implementor | sanaan  akan  dibedah | 1. Secara  administratif,
SITI SUPIAH. S.H. M.H terhadap Peraturan Kep_ala B_KN dengan m_enggunakan pelaksanaan  program
2. Sekretaris Ba d’an. KépegiaWaian Daerah Nomor 7 tahun _2008 bisa dikatakan| konsep Alfuntabllltas. konversi Kartu Pegawai
Kota Bandar Lampung sudah cukup baik. Akuntabilitas  merupakan ke Kartu Pegawai
b. Kemampuan implementor dalam | pertanggungjawaban Elektronik sudah
RINING SRI HASTUTI. M.M melaksanakan prosedur tentang _sjfat, sikap, prilaku berjalan baik.
3. Kapala Bidang Kesejahtéraa.n bata administratif _ dan kebijakan dalam rangka
Dan Informasi Kepegawaian I'3a dan Upaya untuk'menlngkatkan melaksangkan tugas dan
Kepegawaian Daerah Kota B.Lampung kemampuan implementor tanggungjawab aparat
' dilakukan dengan cara kepada publik
berkoordinasi dengan Badan (Widodo:147). Secara
4. E:\stjltft\)I:gAlsesrﬁl/Els'ul\:élr]PI'Drogram Kepegawaian Negara di jakarta spesifik,  analisis  akan
Monitoring, Dan Evaluasi Ba daﬁ dgngan melakukan Perjalanan menggunakgn akuntab!l!tas
Kepegawaiz;m Daerah Dinas. o proses, Vyaitu akuntabilitas
Kota Bandar Lampung c. Ketepatan proses Sosialisasi, dan | yang menekankan pada
kerja sama dengan pihak metode  dan  prosedur
Muzanni Ali. S.E perbankan dalam Implementasi | operasi dari suatu sis_tem
> Kasubbag Ur’nulm'Badan Kepegawaian KPE yang  mentrnsformasikan
Sosialisasi dilakukan dengan input menjadi output.
Daerah Kota Bandar Lampung mengundang seluruh Kepala
Drs. Rahmat_Suto.rr_]o . o Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi (SKPD) yang ada dilingkungan
6. Kartu Pegawai Elaktronik (KPE) Pemerintah Kota Bandar

Badan Kepegawaian Negara

Lampung.




Tabulasi analisis data Fokus pada Aspek Pegawai Negari Sipil Penerima Manfaat KPE

No. Teknik Pengumpulan Data Teori/Konsep Kesimpulan/Core Finding
Aktor/Penyelenggara Negara |  Konversi Data/Interpretasi
1. . . a. Responsivitas dari Pegawai Konsep Partisipasi merupakan konsep | Berikut ini poin-poin penting
Sri Rohatinah Ca . . )
Pengguna Layanan KPE Negeri Sipil dglam |mplc_amenta5| yang relevan untuk membedah yang (?Iltemukan dalam
Golongan I1.a Kartu Pegawai Elektronik (KPE). | kecenderungan kepatuan Pegawai | penelitian:
' b. Kesesuaian prosedur manajerial | Negeri Sipil yang ada di Lingkungan | 1. Tingkat Partisipasi
dalam implementasi Kartu Pemerintah Kota Bandar Lampung Pegawai  Negeri  Sipil
Rio Javana Putra Pegawai Elektronik (KPE_) dalam I_mplementasi I_(ebijakan Kartu (PNS) cukup tinggi dalam
2. Pen Zna L avanan KPE C. Kelayake_m Kartu Pegawai Pegawai Elektronik. _ Program proses _perekqma}n_ data
Golg?lgan “g Elektronik sebagai salah satu Konversi Kartu Pegawai ke Kartu Pegawai Negeri Sipil guna
' upaya dalam meningkatkan Pegawai Elektronik dijalankan dengan pembuatan Kartu Pegawai
layanan kepegawaian? tujuan berfungsi Multiguna untuk Elektronik.
3. | Fitra Handayani, S.E., M.M. pelayanan dibidang kepegawaian dan

Pengguna Layanan KPE
Golongan Ill.b

pengendalian data kepegawaian selain
itu KPE berfungsi sebagai pengganti
Kartu Pegawai (KARPEG) yang
selama ini berfungsi sebagai Kartu
Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pemaknaan partisipasi dalam
pembangunan dapat ditinjau dari 2
sudut pandang yang berbeda. Pertama
dari perspektif pemerintah partisipasi
diarikan sebagai pengorbanan dan
kontribusi yang dilakukan Pegawai
Negeri Sipil PNS). Yang kedua dari
perspektif PNS diamana partisipasi
dimaknai  sebagai Hak  untuk
mendapatkan layanan kepegawaian
yang lebih baik.




Tabulasi analisis data Fokus pada Aspek Sumber Daya, Komunikasi, dan Informasi

No. | Teknik Pengumpulan Data Teori/Konsep Kesimpulan/Core Finding
Aktor/Penyelenggara Negara/PNS Konversi Data/Interpretasi
1. a. Proses Sosialisasi KPE | Konsep yang digunakan untuk | Berikut ini poin-poin penting
Ezre&all\gul?t]:g;rr??geuem:\r/vaian Daerah kepada Pegawai Negeri | membedah dimensi-dimensi dalam | yang ditemukan dalam
Ko?a Bandar Lampu% Sipil (Media, cara, dan | analisis data dengan fokus Aspek | penelitian:
pung kendala). Sumber Daya, Komunikasi, dan | 1. Biaya Operasional ber-
b. Proses penanganan dan | Informasi adalah konsep Efisiensi sumber dari APBD Kota
2. gtlal:e?ag?g;i’aiﬂé I\e/ll:v.vaian Daerah pelayanan informasi dan responsifitas. Bandar  Lampung  dan
Kota Bandar Lam uﬁ g KPE kepada PNS. Konsep efisiensi digunakan untuk digunakan secara efekti dan
pung c. Penggunaan fasilitas, membedah kesesuaian biaya efisien.
sarana, prasarana dalam | operasional dan dimensi pengunaan | 2. Pelaksanaan Sosialisasi,
3. E;N;EGB%F;:] Hﬁtass-g%;—tlérg/grl:ﬂbata pelaksanaan distribusi fasilitas dalam Implementasi Kartu termasuk proses komunikasi
Daﬁlnformas?Ke eJ awaian I,3a dan KPE. Pegawai Elektronik, sedangkan dilaksanakan melalui Loket
Kepeqawaian Daerr)ar? Kota B.Lampun konsep responsifitas akan dipakai Pelayanan Informasi
Peg ' pung untuk membedah dimensi proses Kepegawaian pada Badan
sosialisasi dan dimensi penanganan Kepegawaian Daerah Kota
4. i?gfjltﬁ)':flsesﬁyl/zls'ul\:élnpﬁrogram koplain dari Pegawai Negeri Sipil Bandar Lampung.
o . ' (PNS).
wgnétzug?ér?ggg‘;ﬁ'“as' Badan Menurut  Widodo  (2001:253)
KoFt)a?Ban dar Lamoun efisiensi mengarah pada
pung penggunaan sumber dana dan daya
- yang dimiliki secara tepat, tidak
> IILA;STJat:]t:]a:gALIJIﬁ?J.nE.Badan Kepegawaian boros, - dan dapat — dipertanggung
Daerah Kota Bandar Lampung jawabkan. Apabila kita kaitkan
dengan resources yang digunakan
dalam pelaksanaan konversi Kartu
6. Drs. Rahmat Sutomo Pegawai ke Kartu Pegawai

Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi
Kartu Pegawai Elaktronik (KPE)
Badan Kepegawaian Negara

Elekronik, maka akan mengemuka

hal-hal seperti menimalisasi
penggunaan fasilitas dan sumber
dana(Anggaran).  Sumber dana

(anggaran) kegiatan ini bersumber




Sri Rohatinah
Pengguna Layanan KPE
Golongan Il.a

Rio Jayana Putra
Pengguna Layanan KPE
Golongan Il.c

Fitra Handayani, S.E., M.M.

Pengguna Layanan KPE
Golongan I11.b

dari APBD Kota Bandar Lampung.

Responsivitas menurut  Widodo
(2001:257), berkaitan dengan daya
tanggap dan menanggapi apa yang
menjadi keluhan, masalah, dan
aspirasi publik. Dengan kata lain,
pelaksana(Implementor) mampu
dengan cepat memahami, kemudian
menanggapi apa yang menjadi
kebutuhan dan apa yang dibutuhkan
oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan semaksimal mungKkin
mengupauakan untuk
memenuhinya.




